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Kata Pengantar 

 

Mata kuliah berjudul Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan 
Tanah (IP4T) yang komprehensif dan responsif ini merupakan mata kuliah baru sejak tahun 
2019 di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.  
 
Tujuan diberikannya mata kuliah ini adalah untuk membekali pengetahuan dasar-dasar 
mengenai cara melakukan identifikasi sistem tenurial masyarakat, baik yang selama ini 
didefinisikan ada di dalam kawasan hutan ataupun yang ada di area penggunaal lain (APL) 
atau disebut juga non-kawasan hutan. Di dalam wilayah dengan dua kategori administratif 
tersebut masyarakat mendiami dan mengakses tanah atau wilayah dengan berbagai relasi 
tenurialnya baik berupa menguasai, memiliki, menggunakan dan memanfaatkan tanah, 
disertai dengan bukti hak ataupun belum disertai bukti hak.  
 
IP4T yang diajarkan bersifat komprehensif sebab menyasar dua wilayah tersebut dan 
meliputi 4 P (Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan)  yang keseluruhannya 
dijadikan instrumen inventarisasi; serta bersifat rensponsif dengan maksud bahwa ia 
merespons sistem tenurial di berbagai wilayah kepulauan Indonesia yang pada dasarnya 
memang memiliki sistem tenurial yang berbeda-beda.  
 
Dengan dilaksanakannya kegiatan IP4T maka otoritas pertanahan dapat mengambil 
kebijakan berupa pengakuan atau penegasan hak, serta penyelesaian konflik pertanahan 
terkait klaim di dua wilayah tersebut.  
 
Kegiatan IP4T di kantor pertanahan sangat dibutuhkan dan dalam praktiknya memang 
dilaksanakan setiap tahun. Akan tetapi data hasil IP4T ini belum dimanfaatkan secara 
maksimal sebagai basis data untuk program pertanahan, padahal ia menyediakan data yang 
penting.  
 
Modul ini hanya bersifat bahan bacaan pemantik, sehingga diharapkan mahaiswa dapat 
memperkaya bahan bacaannya lebih lanjut dari berbagai literatur yang ada yang bisa 
diperoleh dari berbagai sumber. 
 
Selamat mempelajari.  
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Pendahuluan 

 

 



Pendahuluan 

 
 
A. Pengantar 
Matakuliah IP4T ini mengajarkan pemahaman mengenai IP4T yang reliabel. Artinya, ia 
bukan hanya memuat standar minimal yang telah ditentukan oleh pemerintah (pusat), 
namun mengembangkan instrumen yang mampu menangkap kondisi lokal yang ada, sistem 
tenurial lokal yang masih ada, sustainanble dalam kait-hubungannya dengan berbagai aspek 
lain (komprehensif) berupa kondisi sosial, ekonomi, dan budayanya, serta suatu IP4T yang 
bisa dilakukan secara partisipatif.  
 
B. Manfaat IP4T 
 

 Sebagai basis data untuk mengetahui kondisi P4T masyatakat 

 Untuk  mengetahui kondisi ketimpangan, sebaran, dan besaran pemilikan dan 
penguasaan tanah 

 Sebagai basis data untuk kebijakan atau program lebih lanjut: LR/RA, Pendaftaran 
Tanah, Sistem Tanah Setempat dan Pengakuannya, dst 

 
B. IP4T komprehensif dan responsif 
Untuk menuju IP4T yang komprehensif dan responsif, materi yang dipelajari hendaknya: 

1. Mengacu standar di Kementerian ATR/BPN dan KLHK 
2. Merespon kebutuhan aktual di kantor masing-masing 
3. Mampu menangkap keragaman sistem tenurial lokal  
4. Bisa dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat 

 
C. Acuan 

 TAP MPR Nomor IX/MPR/2001 Pasal 6 ayat (1) huruf c tentang arah kebijakan 
pembaruan agraria berupa penyelenggaraan pendataan pertanahan melalui 
inventarisasi dan registrasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan 
tanah (IP4T) secara komprehensif dan sistematis dalam rangka pelaksanaan 
landreform. 

 Non-kawasan Hutan:  
o Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 

Tahun 2006 pasal 246 butir d menyatakan bahwa Direktorat Landreform 
menyelenggarakan fungsi Inventarisasi P4T dan evaluasi tanah-tanah obyek 
landreform 

o Direktorat Jenderal Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN Tahun 2016, 

Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, 

Penggunaan, Pemanfaatan Tanah  

o Kegiatan IP4T, yaitu: 
a. Bidang Tanah adalah bagian permukaan bumi yang merupakan satuan 

bidang yang terbatas (PP Nomor 24 Tahun 1997). 



b. Penguasaan Tanah adalah hubungan hukum antara orang per orang, 
kelompok orang, atau badan hukum dengan tanah sebagaimana dimaksud 
dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 (PP Nomor 16 Tahun 2004). 

c. Pemilikan Tanah adalah hubungan hukum antara orang per orang, 
kelompok orang, atau badan hukum yang dilengkapi dengan bukti 
kepemilikan baik yang sudah terdaftar (sertipikat hak atas tanah) maupun 
yang belum terdaftar. 

d. Penggunaan Tanah adalah wujud tutupan permukaan bumi baik yang 
merupakan bentukan alami maupun buatan manusia (PP Nomor 16 Tahun 
2004). 

e. Pemanfaatan Tanah adalah kegiatan untuk mendapatkan nilai tambah 
tanpa mengubah wujud fisik penggunaan tanahnya (PP Nomor 16 Tahun 
2004). 

f. Sket Bidang Tanah adalah data fisik bidang tanah di lapangan secara umum 
(general boundary) dan memiliki referensi geografi minimal 1 TDT 

 Kawasan Hutan: 
o Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, Menteri 

Pekerjaan Umum, dan Kepala BPN RI, Nomor 79 Tahun 2014, Nomor PB.3/ 
Menhut-11/2014, Nomor 17/PRT/M/2014, Nomor 8/SKB/X/2014, tentang 
Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah yang Berada dalam 

o Kawasan Hutan Tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah Yang 
Berada di Dalam Kawasan Hutan  

o Peraturan MenLHK No. 17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2018 tentang Tata 
Cara Pelepasan Kawasan Hutan dan Perubahan Batas Kawasan Hutan untuk 
Sumber Tanah Objek Reforma Agraria 
 

D. Contoh instrumen IP4T responsif kondisi lokal 
Mahasiswa ditugaskan untuk menyusun IP4T yang bersifta responsif di daerahnya 
masing-masing, dengan tujuan  agar mampu menangkap keragaman sistem tenurial 
lokal  
 
Lampiran 1: Identitas responden 
Lampiran 2: Form identifikasi IP4T 
Lampiran 3: Hubungan produksi 
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Mandat untuk Melaksanakan IP4T 
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KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

NOMOR IX/MPR/2001 TAHUN 2001

TENTANG

PEMBARUAN AGRARIA DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a. bahwa sumber daya agraria/sumber daya alam meliputi bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam 
yang terkandung di dalamnya sebagai Rahmat Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia, 
merupakan kekayaan nasional yang wajib disyukuri. Oleh karena itu harus dikelola dan dimanfaatkan 
secara optimal bagi generasi sekarang dan generasi mendatang dalam rangka mewujudkan masyarakat 
adil dan makmur;

b. bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia mempunyai tugas konstitusional untuk 
menetapkan arah dan dasar bagi pembangunan nasional yang dapat menjawab berbagai persoalan 
kemiskinan, ketimpangan dan ketidak adilan sosial ekonomi rakyat serta kerusakan sumber daya alam;

c. bahwa pengelolaan sumber daya agraria/sumber daya alam yang berlangsung selama ini telah 
menimbulkan penurunan kualitas lingkungan, ketimpangan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan 
dan pemanfaatannya serta menimbulkan berbagai konflik;

d. bahwa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya agraria/sumber 
daya alam saling tumpang tindih dan bertentangan;

e. bahwa pengelolaan sumber daya agraria/sumber daya alam yang adil, berkelanjutan, dan ramah 
lingkungan harus dilakukan dengan cara terkoordinasi, terpadu dan menampung dinamika, aspirasi dan 
peran serta masyarakat, serta menyelesaikan konflik;

f. bahwa untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pembukaan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan komitmen politik yang 
sungguh-sungguh untuk memberikan dasar dan arah bagi pembaruan agraria dan pengelolaan sumber 
daya alam yang adil, berkelanjutan dan ramah lingkungan;

g. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d, e, dan f perlu 
adanya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan 
Sumber Daya Alam.

Mengingat:

1. Pasal 1 ayat (2), Pasal 2, Pasal 3, Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 25E, Pasal 28A, Pasal 28C ayat 
(1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G, Pasal 28H, Pasal 28I, Pasal 28J, Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XV/MPR/1998 tentang 
Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional 
yang Berkeadilan; serta Perimbangan, Keuangan Pusat dan Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan 
Republik Indonesia;
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3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan 
Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir 
dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/2001;

4. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/2000 tentang 
Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah.

Memperhatikan:

1. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 5/MPR/2001 tentang Jadwal 
Acara Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2001 sebagaimana 
telah diubah dengan Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 
6/MPR/2001 tentang Perubahan Jadwal Acara Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat 
Republik Indonesia Tahun 2001;

2. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 7/MPR/2001 tentang 
Pembentukan dan Tugas Komisi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2001;

3. Permusyawaratan dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tanggal 
1 sampai dengan 9 November 2001 yang membahas Rancangan Ketetapan Majelis Permusyawaratan 
Rakyat Republik Indonesia tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, yang telah 
dipersiapkan oleh Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;

4. Putusan Rapat Paripurna ke 7 (lanjutan 2) Tanggal 9 November 2001 Sidang Tahunan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBARUAN 
AGRARIA DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM

Pasal 1

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan 
Sumber Daya Alam merupakan landasan peraturan perundang-undangan mengenai pembaruan agraria dan 
pengelolaan sumber daya alam.

Pasal 2

Pembaruan agraria mencakup suatu proses yang berkesinambungan berkenaan dengan penataan kembali 
penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya agraria, dilaksanakan dalam rangka 
tercapainya kepastian dan perlindungan hukum serta keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pasal 3

Pengelolaan sumber daya alam yang terkandung di daratan, laut dan angkasa dilakukan secara optimal, adil, 
berkelanjutan dan ramah lingkungan.
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Pasal 4

Pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip:

a. Memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia;

c. menghormati supremasi hukum dengan mengakomodasi keanekaragaman dalam unifikasi hukum;

d. mensejahterakan rakyat, terutama melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia;

e. mengembangkan demokrasi, kepatuhan hukum, transparansi dan optimalisasi partisipasi rakyat;

f. mewujudkan keadilan termasuk kesetaraan gender dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan, 
pemanfaatan, dan pemeliharaan sumber daya agraria/sumber daya alam;

g. memelihara keberlanjutan yang dapat memberi manfaat yang optimal, baik untuk generasi sekarang 
maupun generasi mendatang, dengan tetap memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan;

h. melaksanakan fungsi sosial, kelestarian, dan fungsi ekologis sesuai dengan kondisi sosial budaya 
setempat;

i. meningkatkan keterpaduan dan koordinasi antar sektor pembangunan dan antar daerah dalam 
pelaksanaan pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam;

j. mengakui, menghormati, dan melindungi hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa 
atas sumber daya agraria/sumber daya alam;

k. mengupayakan keseimbangan hak dan kewajiban negara, pemerintah (pusat, daerah provinsi, 
kabupaten/kota, dan desa atau yang setingkat), masyarakat dan individu;

l. melaksanakan desentralisasi berupa pembaruan kewenangan di tingkat nasional, daerah provinsi, 
kabupaten/kota, dan desa atau yang setingkat, berkaitan dengan alokasi dan pengelolaan sumber daya 
agraria/sumber daya alam.

Pasal 5

(1) Arah kebijakan pembaruan agraria adalah:

a. Melakukan pengkajian ulang terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan 
dengan agraria dalam rangka sinkronisasi kebijakan antar sektor demi terwujudnya peraturan 
perundang-undangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud Pasal 4 
ketetapan ini.

b. Melaksanakan penataan kembali penggunaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 
(landreform) yang berkeadilan dengan memperhatikan kepemilikan tanah untuk rakyat.

c. Menyelenggarakan pendataan pertanahan melalui inventarisasi dan registrasi penguasaan, 
pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah secara komprehensif dan sistematis dalam rangka 
pelaksanaan landreform.

d. Menyelesaikan konflik-konflik yang berkenaan dengan sumber daya agraria yang timbul selama ini 
sekaligus dapat mengantisipasi potensi konflik di masa mendatang guna menjamin terlaksananya 
penegakan hukum dengan didasarkan atas prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud Pasal 4 
ketetapan ini.

e. Memperkuat kelembagaan dan kewenangannya dalam rangka mengemban pelaksanaan 
pembaruan agraria dan menyelesaikan konflik-konflik yang berkenaan dengan sumber daya agraria 
yang terjadi.
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f. Mengupayakan dengan sungguh-sungguh pembiayaan dalam melaksanakan program pembaruan 
agraria dan penyelesaian konflik-konflik sumber daya agraria yang terjadi.

(2) Arah kebijakan dalam pengelolaan sumber daya alam adalah:

a. Melakukan pengkajian ulang terhadap berbagai peraturan perundang undangan yang berkaitan 
dengan pengelolaan sumber daya alam dalam rangka sinkronisasi kebijakan antar sektor yang 
berdasarkan prinsip-prinsip sebagaimana:dimaksud Pasal 4 Ketetapan ini;

b. Mewujudkan optimalisasi pemanfaatan berbagai sumber daya alam melalui identifikasi dan 
inventarisasi kualitas dan kuantitas sumber daya alam sebagai potensi pembangunan nasional;

c. Memperluas pemberian akses informasi kepada masyarakat mengenai potensi sumber daya alam 
di daerahnya dan mendorong terwujudnya tanggung jawab sosial untuk menggunakan teknologi 
ramah lingkungan termasuk teknologi tradisional;

d. Memperhatikan sifat dan karakteristik dari berbagai jenis sumber daya alam dan melakukan upaya-
upaya meningkatkan nilai tambah dari produk sumber daya alam tersebut;

e. Menyelesaikan konflik-konflik pemanfaatan sumber daya alam yang timbul selama ini sekaligus 
dapat mengantisipasi potensi konflik di masa mendatang guna menjamin terlaksananya penegakan 
hukum dengan didasarkan atas prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud Pasal 4 Ketetapan ini;

f. Mengupayakan pemulihan ekosistem yang telah rusak akibat eksploitasi sumber daya alam secara 
berlebihan;

g. Menyusun strategi pemanfaatan sumber daya alam yang didasarkan pada optimalisasi manfaat 
dengan memperhatikan potensi, kontribusi, kepentingan masyarakat dan kondisi daerah maupun 
nasional.

Pasal 6

Menugaskan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama Presiden Republik Indonesia untuk segera 
mengatur lebih lanjut pelaksanaan pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam serta mencabut, 
mengubah dan/atau mengganti semua undang-undang dan peraturan pelaksanaannya yang tidak sejalan 
dengan Ketetapan ini.

Pasal 7

Menugaskan kepada Presiden Republik Indonesia untuk segera melaksanakan Ketetapan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam 
serta melaporkan pelaksanaannya pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

Pasal 8

Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 9 November 2001

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

KETUA,
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Ttd.

Prof. Dr. H. M. AMIEN RAIS

WAKIL KETUA, WAKIL KETUA,

Ttd. Ttd.

Prof. Dr. Ir. GINANDJAR KARTASASMITA Ir. SUTJIPTO

WAKIL KETUA, WAKIL KETUA,

Ttd. Ttd.

Prof. Dr. JUSUF AMIR FEISAL, S.Pd. Drs. H. M. HUSNIE THAMRIN

WAKIL KETUA, WAKIL KETUA,

Ttd. Ttd.

Drs. H.A. NAZRI ADLANI AGUS WIDJOJO
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I. Tugas

1. Jelaskan konteks sosial-politik lahirnya TAP MPR No. IX Tahun 2001 di atas. 

2. Apa saja mandat utama yang terdapat dalam TAP MPR No. IX Tahun 2001 tersebut yang 
harus dilakukan oleh pemerintah?

3. Apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah dalam melaksanakan mandat tersebut? Jika 
ada kendala, jelaskan mengapa.

4. Apa kaitan antara pentingnya dilaksanakan IP4T dengan kondisi sosial-politik saat itu? 

Diskusikan dalam tim yang anda bentuk.



 

 

 

 

 

 

 

 

Bacaan 2 

IP4T Non-Kawasan Hutan 

 

 Direktorat Jenderal Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN 

Tahun 2016, Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Inventarisasi 

Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, Pemanfaatan Tanah  
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BBAABB  II  

PPEENNDDAAHHUULLUUAANN  
 
 
 
A. Latar Belakang  

Kegiatan Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan 

Pemanfaatan Tanah (IP4T) merupakan amanat TAP MPR IX/2001 khususnya 

pasal 5 ayat (1. c) yang menyatakan bahwa untuk merumuskan Arah 

Kebijakan Pembaruan Agraria perlu diselenggarakan pendataan pertanahan 

melalui inventarisasi dan registrasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan 

pemanfaatan tanah secara komprehensif dan sistematis dalam rangka 

pelaksanaan landreform. 

Di samping itu, kegiatan IP4T masuk ke dalam kegiatan Prioritas 

Nasional dalam rangka menunjang reforma agraria sehingga kegiatan IP4T 

wajib sukses pelaksanaannya. Kegiatan IP4T merupakan salah satu kegiatan 

dalam rangka mencapai Cita V dari Nawa Cita Visi Misi Pemerintahan 

Jokowi-JK, yaitu melaksanakan reforma agraria  9  juta hektar untuk rakyat 

tani/buruh tani.  

Pelaksanaan kegiatan IP4T Tahun Anggaran 2017 di daerah 

dilaksanakan oleh Bidang / Seksi Penataan Pertanahan. Kegiatan IP4T 

merupakan inventarisasi P4T secara sistematis pada satu desa. Hasil 

Kegiatan IP4T merupakan informasi untuk perencanaan kegiatan 

pertanahan dan perumusan kebijakan teknis.  

 
B. Maksud dan Tujuan 

Maksud penyusunan JUKLAK ini sebagai pedoman agar setiap 

pelaksana kegiatan baik di tingkat Kementerian Agraria dan Tata 

Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kantor Wilayah (Kanwil) BPN 

maupun Kantor Pertanahan (Kantah) memahami dan mengerti, serta 

mampu melaksanakan kegiatan IP4T dengan baik pada setiap tahapan 
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kegiatan mulai dari persiapan, pelaksanaan kegiatan, monitoring dan 

evaluasi hingga pelaporan. 

Tujuan disusunnya Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) Kegiatan IP4T ini 

adalah agar pelaksanaannya berjalan efisien, efektif dan akuntabel.  

 
C. Sasaran 

Sasaran penyusunan JUKLAK ini adalah terlaksananya kegiatan IP4T 

sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam DIPA Kementerian 

ATR/BPN Tahun 2017, mengacu pada tahapan yang telah ditentukan 

sehingga menghasilkan output kegiatan IP4T sesuai dengan JUKLAK. 

  
D. Dasar Hukum  

Landasan hukum dari pelaksanaan kegiatan IP4T sebagai berikut: 

1. Ketetapan Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan 

Pengelolaan Sumber Daya Alam; 

2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-

pokok Agraria (UUPA); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran 

Tanah. 

4. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria 

dan Tata Ruang; 

5. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan 

Nasional; 

6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan 

Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional; 

7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan 

Nasional Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor 

Pertanahan; 

8. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor  8 Tahun 2009 

tentang Tata Naskah Dinas dan Tata Kearsipan di Lingkungan Badan 

Pertanahan Nasional Republik Indonesia; dan 
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9. DIPA Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional 

Tahun Anggaran 2017.  

 

E. Pengertian  

Untuk memudahkan pemahaman dan pelaksanaan, berikut ini 

beberapa pengertian yang berkaitan dengan kegiatan IP4T, yaitu: 

1. Bidang Tanah adalah bagian permukaan bumi yang merupakan satuan 

bidang yang terbatas (PP Nomor 24 Tahun 1997).   

2. Penguasaan Tanah adalah hubungan hukum antara orang per orang, 

kelompok orang, atau badan hukum dengan tanah sebagaimana 

dimaksud dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 (PP Nomor 16 

Tahun 2004). 

3. Pemilikan Tanah adalah  hubungan hukum antara orang per orang, 

kelompok orang, atau badan hukum yang dilengkapi dengan bukti 

kepemilikan baik yang sudah terdaftar (sertipikat hak atas tanah) 

maupun yang belum terdaftar.  

4. Penggunaan Tanah adalah wujud tutupan permukaan bumi baik yang 

merupakan bentukan alami maupun buatan manusia (PP Nomor 16 

Tahun 2004).  

5. Pemanfaatan Tanah adalah kegiatan untuk mendapatkan nilai tambah 

tanpa mengubah wujud fisik penggunaan tanahnya (PP Nomor 16 Tahun 

2004).  

6. Sket Bidang Tanah adalah data fisik bidang tanah di lapangan secara 

umum (general boundary) dan memiliki referensi geografi minimal 1 

TDT. 

 
F. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup JUKLAK ini adalah seluruh tahapan pelaksanaan 

kegiatan IP4T meliputi tahap persiapan, pelaksanaan, dan supervisi, 

monitoring  dan evaluasi. 
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BBAABB  IIII  

PPEELLAAKKSSAANNAAAANN  KKEEGGIIAATTAANN  
 

 

Kegiatan IP4T Tahun Anggaran 2017 berada pada DIPA Kantor 

Pertanahan.  Pelaksanaan kegiatan IP4T dikelompokkan menjadi 3 (tiga) 

tahapan, yaitu: persiapan, pelaksanaan, dan supervisi, monitoring dan 

evaluasi (monev). Tahapan pelaksanaan kegiatan IP4T dapat dilihat pada 

Gambar 1. berikut ini.    

 

Gambar 1. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan IP4T 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PERSIAPAN 

(Kantah) 

 
PELAKSANAAN 

(Kantah) 

 
SUPERVISI, MONITORING DAN 

EVALUASI 
(Kantah & / Kanwil) 

SUPERVISI , MONITORING DAN EVALUASI 
(Dirjen Penataan Agraria) 

Penyusunan POK 

Penetapan Lokasi  
dan Tim Pelaksana 

 

Penyusunan Jadwal 
Kegiatan 

Persiapan 
Administrasi dan 

Keuangan  

Pembuatan Peta 
Kerja 

 
Kontrol Kualitas 

PENYULUHAN 

Pengumpulan 
Data P4T, Sket 
dan Toponimi 

Pengumpulan 
Data Potensi 

Desa 

 SKMPP & 
Laporan Triwulan 

 
 

 
Analisa Data 

Laporan Desa & 
Laporan Akhir 

IP4T 

 
Pembuatan Peta 

P4T 
 

            Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan IP4T 2017 4 



 
 

A. Tahapan Persiapan 

Tahapan Persiapan terdiri dari: Penyusunan Petunjuk Operasional 

Kerja (POK); Penetapan Lokasi dan Tim Pelaksana;  Penyusunan Jadwal 

Kegiatan; Persiapan Administrasi dan Keuangan serta Pembuatan Peta 

Kerja. 

1. Penyusunan Petunjuk Operasional Kerja  

a. Kantor Pertanahan menyusun Petunjuk Operasional Kerja (POK) 

berdasarkan DIPA  Tahun Anggaran 2017. 

b. Dalam penyusunan POK mempertimbangkan ketersediaan sumber 

daya manusia berkaitan dengan kemampuan orang per hari dalam 

pelaksanaan kegiatan, jarak ke lokasi kegiatan yang mempengaruhi 

biaya transportasi, serta memastikan agar seluruh tahapan kegiatan 

dibiayai dengan tepat. Contoh rincian POK kegiatan IP4T dapat 

diperiksa pada Lampiran 2. 

 

2. Penetapan Lokasi dan Tim Pelaksana 

a. Lokasi kegiatan IP4T ditetapkan melalui  Surat Keputusan (SK) 

Kepala Kantor Pertanahan. Pembuatan SK tersebut mengacu  pada 

standarisasi naskah dinas sebagaimana Peraturan Kepala Badan 

Pertanahan Nasional RI Nomor 8 Tahun 2009.   

b. Prinsip kegiatan IP4T adalah menuju “desa/kelurahan lengkap”. 

Konsep  desa lengkap adalah seluruh bidang-bidang tanah secara 

sistematis pada satu desa menjadi obyek kegiatan IP4T  (yang 

dapat dilaksanakan dalam 1 tahun anggaran atau lebih dari satu 

tahun anggaran).  

c. Lokasi kegiatan IP4T diarahkan pada desa/kelurahan yang dalam 

wilayah administrasinya memenuhi salah satu kriteria sebagai 

berikut: 

1) Desa/Kelurahan yang merupakan lokasi tanah obyek landreform 

(TOL) sesuai  SK. TOL Lama atau SK. Kepala Inspeksi Agraria 

(Kinag) yang belum teridentifikasi secara tepat bidang-bidang 

Tanah dimaksud dalam SK. 
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2) Desa/Kelurahan yang terdapat Tanah Negara dengan 

penggunaan tanah pertanian yang dapat ditegaskan menjadi 

Tanah Obyek Landreform.  

3) Desa/Kelurahan yang terdapat Tanah Kelebihan Maksimum, 

Absentee, Swapraja dan Bekas Swapraja. 

4) Desa/Kelurahan yang memiliki potensi untuk ditindaklanjuti 

kegiatan legalisasi aset seperti PRONA, Konsolidasi Tanah, dan 

lain-lain. 

5) Desa/Kelurahan yang merupakan desa kegiatan IP4T tahun 

sebelumnya, namun belum lengkap pengambilan data P4Tnya. 

6) Desa/Kelurahan yang terdapat konflik/sengketa pertanahan. 

7) Desa/Kelurahan yang terdapat Lokasi Transmigrasi, namun 

belum bersertipikat. 

8) Desa/Kelurahan yang terdapat Hak Guna Usaha yang dilepaskan 

secara sukarela kepada negara, atau HGU telah habis. 

9) Desa/Kelurahan yang terdapat hasil penertiban Tanah Terlantar 

yang telah diterbitkan SK Tanah Cadangan Umum Negara 

(TCUN). 

10) Desa/Kelurahan yang terdapat Tanah yang telah dilepaskan dari 

Kawasan Hutan. 

11) Desa/Kelurahan yang terdapat tanah timbul. 

 

d. Tim Pelaksana ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Kantor 

Pertanahan. Susunan Tim Pelaksana secara rinci akan dijelaskan 

pada BAB III tentang Organisasi Pelaksana dalam JUKLAK  ini. 
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3. Penyusunan Jadwal Kegiatan  

a. Jadwal  Kegiatan  IP4T disusun dengan menyelaraskan semua 

tahapan kegiatan dan memperhatikan SDM, ketersediaan biaya dan 

peralatan teknis yang tersedia.  

b. Waktu penjadwalan kegiatan harus diikuti dengan penjadwalan 

pencairan keuangan sehingga capaian fisik dan keuangan bisa 

berimbang. Contoh penjadwalan kegiatan IP4T dapat periksa  

Lampiran 3. 

 

4. Persiapan Administrasi dan Keuangan 

a. Menyiapkan surat tugas, Surat Perjalanan Dinas (SPD), serta Surat 

Pemberitahuan ke Pemerintah Daerah setempat atau instansi 

terkait lainnya.   

b. Menggandakan Formulir Isian, melaksanakan pengadaan  

ATK/penunjang komputer dan peralatan kerja yang dibutuhkan 

dalam pelaksanaan kegiatan IP4T. 
 

5. Pembuatan Peta Kerja  

a. Memakai Peta Dasar Produk Dirjen Infrastruktur Agraria (peta 

pendaftaran atau peta hasil PTSL) sebagai implementasi “one 

map”. 

b. Apabila tidak tersedia, peta kerja dapat berasal dari Peta PBB atau 

sumber lainnya, seperti : peta garis, citra satelit, foto udara, 

google earth/map dan peta lainnya.  

c. Peta Kerja membantu memperoleh gambaran umum dan lokasi 

bidang-bidang tanah dalam satu desa/kelurahan dan menentukan 

posisi relatif tiap-tiap bidang tanah yang terdapat dalam satu 

desa/kelurahan lokasi kegiatan IP4T.  

 
 

B. Tahap Pelaksanaan  

Tahap Pelaksanaan meliputi: Penyuluhan; Pengumpulan Data P4T, 

Sket dan Toponimi; Pengumpulan Data Potensi Desa; Pembuatan Peta P4T 
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Desa; Analisa Data, SKMPP dan Laporan Triwulan serta Laporan Desa dan 

Laporan Akhir IP4T. 

1. Penyuluhan 

a. Dilaksanakan oleh petugas yang berasal dari Kantor Pertanahan 

dan atau Kanwil BPN.  

b. Petugas penyuluhan adalah mereka yang memahami dan mengerti 

kegiatan IP4T.  

c. Penyuluhan dilaksanakan di desa/kelurahan lokasi kegiatan. 

d. Hasil penyuluhan dituangkan dalam suatu Berita Acara dengan 

melampirkan Daftar Hadir Peserta Penyuluhan. 

e. Materi penyuluhan meliputi: 

1) Gambaran Umum Kegiatan IP4T yang mencakup: latar 

belakang, tujuan, dan tahapan pelaksanaan kegiatan. 

2) Peran serta masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan IP4T 

antara lain: berpartisipasi secara aktif dalam memberikan 

informasi tentang P4T terhadap bidang tanahnya masing-

masing. 
 

2. Pengumpulan Data P4T, Sket dan Toponimi  

a. Pengumpulan Data P4T, Sket dan Toponimi adalah kegiatan 

pendataan/survei P4T secara langsung ke lapangan.  

b. Pengumpulan Data P4T menggunakan Daftar Isian dan Peta Kerja. 

Daftar Isian sebagaimana Lampiran 4.  

c. Obyek pendataan adalah semua bidang tanah yang ada di 

desa/kelurahan baik yang dikuasai perseorangan, bersama atau 

badan hukum (swasta/pemerintah), baik sudah bersertipikat 

maupun yang belum bersertipikat, baik pertanian atau non 

pertanian termasuk fasilitas umum dan sosial.  

d. Bila di atas tanah yang sudah terdaftar ada lebih dari satu 

penguasaan, maka didaftar berdasarkan eksisting penguasaan saat 

pendataan. Jadi dalam hal ini bidang tanah didata berdasarkan 

bidang penguasaan, bukan berdasarkan bidang pemilikan. Sebagai 

ilustrasi apabila dalam satu letter C atau satu sertipikat (induk) 

sebagai dasar pemilikan tanah namun secara eksisting ada 5 

penguasaan tanah, maka didata 5 bidang tanah. 
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e. Pengumpulan Data P4T juga dilengkapi dengan Sket dan Toponimi 

yang dapat dibantu dengan alat GPS Navigasi. 

f. Pembuatan sket dan toponimi dilakukan pada Peta Kerja dengan 

cara mendeliniasi garis batas bidang-bidang tanah. 

g. Hasil pengumpulan data P4T di lapangan selanjutnya ditabulasi 

dengan menggunakan format *.xls (Excel) mengacu pada Lampiran 

5. 

h. Apabila obyek lokasi P4T masuk dalam zona lokasi PTSL, maka 

untuk pembuatan sketnya, Tim P4T bisa melaksanakan secara 

paralel bersama Tim PTSL. 

i. Hasil pengukuran PTSL dapat digunakan sebagai data P4T, dan 

data P4T dapat digunakan sebagai informasi pelaksanaan 

pengukuran PTSL. 

j. Pengukuran bidang-bidang tanah atas obyek P4T oleh PTSL, 

tidak menghapus terhadap seluruh pelaksanaan pendataan P4T. 

 
 

3. Pengumpulan Data Potensi Desa/Kelurahan  

a. Mengumpulkan data sekunder desa/kelurahan guna memperoleh 

gambaran umum dan potensi desa/ kelurahan.  

b. Data sekunder dapat diperoleh dari Kantor Desa Lokasi  Kegiatan 

IP4T, Monografi Desa dan atau data profil desa dari Kantor Badan 

Pusat Statistik (BPS) setempat. 

c. Data Sekunder yang dikumpulkan bermanfaat untuk penyusunan 

laporan IP4T per desa/kelurahan. Daftar Isian Potensi Desa/ 

Kelurahan mengacu pada Lampiran 6.  

 
 

Sebelum ke tahap pembuatan peta P4T, diperlukan kegiatan kontrol 

kualitas, apabila telah ada persetujuan oleh petugas kontrol kualitas, dapat 

melaksanakan tahap selanjutnya, yaitu : 

4. Pembuatan Peta P4T  

a. Melakukan penggabungan antara data spasial (Peta Deliniasi Sket 

Bidang Tanah) dan Data P4T yang telah ditabulasi dalam format 

excel.  
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b. Penggabungan kedua data base ini melalui field kunci yang sama, 

yaitu Nomor Inventarisasi (NIS). Pada tahap ini harus diyakinkan 

bahwa nomor inventarisasi dalam data spasial harus sama dengan 

nomor inventarisasi dalam data P4T.  

c. Membuat peta P4T dengan menggunakan perangkat lunak berbasis 

Sistem Informasi Geografi (ArcGIS). 

d. Peta P4T dibuat dalam format shp yang terdiri dari: Peta 

Penguasaan Tanah, Peta Pemilikan Tanah, Peta Penggunaan Tanah, 

Peta Pemanfaatan Tanah. 

e. Peta P4T dibuat dalam ukuran A3 yang ditandatangani oleh Kepala 

Bidang Penataan Pertanahan/Kepala Seksi Penataan Pertanahan, 

dan merupakan bagian dari Laporan.  

f. Legenda dan Pewarnaan Peta P4T dapat dilihat pada Lampiran 8. 

Honor pembuatan Peta P4T, sudah dianggarkan melalui tunjangan 

kinerja. 

 

5. Analisa Data  

a. Merupakan kegiatan kategorisasi dan kalkulasi beberapa data P4T 

guna memperoleh informasi yang dibutuhkan. 

b. Kategorisasikan berdasar:  

1) Struktur penguasaan dan pemilikan tanah; 

2) Jenis penggunaan dan pemanfaatan tanah;  

3) Potensi tanah obyek landreform (tanah kelebihan maksimum, 

tanah absente, tanah bekas swapraja dan tanah-tanah Negara 

lainnya seperti; Eks HGU, pelepasan HGU, Tanah Terlantar, 

Tanah Penyelesaian Sengketa Konflik Perkara, Tanah Negara 

yang penguasaan masyarakat, dan Tanah Timbul); 

4) Potensi legalisasi aset dan kegiatan pertanahan lainnya di 

desa/yang bersangkutan. 

c.  Bentuk tabel analisa data dapat lihat pada Lampiran 9.  
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6. SKMPP dan Laporan Triwulan 

a. Memberi input data ke Tim Sistem Kendali Mutu dan Progam 

Pertanahan (SKMPP) BPN RI, setiap bulan untuk setiap tahap 

kegiatan IP4T.  

b. Meskipun Pelaksana kegiatan IP4T telah bekerja dengan kinerja 

tinggi, namun apabila tidak diinput dalam SKMPP akan muncul di 

Pusat nilai kinerja yang rendah. 

c. Oleh karena itu, walaupun ada kendala sinyal dan hambatan SDM 

diharap seminimal mungkin dicari solusi. Laporan bulanan telah 

ditiadakan, sebagai penggantinya adalah laporan SKMPP, oleh 

karena itu tahap SKMPP ini perlu mendapat perhatian lebih. 

d. Laporan Triwulan ada 4 macam, yaitu : B03, B06, B09, B12. B03   

pelaporan pada bulan ke 3 berupa pembuatan SK Lokasi dan SK 

Pelaksana. B06 pelaporan bulan ke 6 merupakan pelaporan tahap 

penyuluhan. B09 pelaporan bulan ke 9 sebagai pelaporan jumlah 

bidang tanah yang telah selesai didata. B12 pelaporan bulan ke 12 

adalah pelaporan hasil pengolahan data tekstual (tabel) dan data 

spatial (4 peta). 

e. Format Laporan B03 di lampiran 10, Laporan B06 di lampiran 11, 

Laporan B09 di lampiran 12, dan Laporan B12 di lampiran 13. 
 

7. Laporan Desa dan Laporan Akhir IP4T 

a. Laporan Desa memperhatikan lampiran 15. 

b. Laporan Akhir IP4T memperhatikan lampiran 20.  

c. Laporan disajikan dalam bentuk hardcopy dan softcopy.  

d. Laporan Akhir adalah rangkuman beberapa laporan IP4T Desa yang 

ada di dalam satu kabupaten. Apabila dalam satu kabupaten hanya 

ada satu desa kegiatan IP4T, maka cukup dibuat Laporan Desa. 

 
 

C.  Tahap Supervisi, Monitoring dan Evaluasi 

Dalam tahap supervisi, monitoring dan evaluasi ada kegiatan kontrol 

kualitas  dan supervisi monev kegiatan.  

1. Kontrol Kualitas 

a. Memastikan kelengkapan hasil pengumpulan data  P4T, baik data 

P4T subyek obyek maupun data potensi desa/kelurahan sehingga 
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akan diperoleh data yang lengkap dan valid sesuai Daftar Isian. 

Yang perlu diperhatikan adalah data subyek (nama) harus 

sesuai/cocok dengan data deliniasi tanah sebagai data obyek 

(letak, luas).  

b. Mengambil sampel data P4T di lapangan, karena data yang diambil 

harus sesuai dengan eksisting dilapangan.  

c. Kontrol kualitas dilaksanakan oleh Petugas kanwil / kantah yang 

ditunjuk oleh koordinator kegiatan. 

d. Hasil kontrol kualitas dituangkan dalam suatu Berita Acara Kontrol 

Kualitas Pengumpulan Data IP4T dengan mengacu Lampiran 7.   

e. Kantah atau kanwil bisa melaksanakan koordinasi ke Pusat untuk 

pencapaian hasil yang berkualitas atau memperoleh solusi bila ada 

kendala dan masalah di lapang. 

 
 

2. Supervisi, Monitoring dan Evaluasi. 

a. Supervisi, monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh petugas dari 

Kanwil BPN Provinsi dan Dirjen Penataan Agraria melalui Direktorat 

Landreform.  

b. Memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan IP4T sesuai dengan 

tahapan dan ketentuan yang telah diatur dalam Juklak IP4T.  

c. Formulir monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan IP4T dapat 

dilihat pada Lampiran 14. 
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BBAABB    IIIIII  

OORRGGAANNIISSAASSII  PPEELLAAKKSSAANNAA  
 

 Kegiatan IP4T merupakan tugas pokok dan fungsi Direktorat Landreform 

yang berada dibawah Direktorat Jenderal Penataan Agraria. Kegiatan IP4T 

Tahun Aggaran 2017 merupakan kegiatan Kantor Pertanahan karena DIPA 

kegiatan IP4T berada di Kantor Pertanahan. Berdasarkan hal ini, maka Kepala 

Kantor Pertanahan merupakan Ketua Pelaksana Kegiatan IP4T dalam wilayah 

kerjanya. Kepala Kantor Pertanahan melaporkan  pelaksanaan kegiatan IP4T 

kepada Kepala Kantor Wilayah BPN. Kantor Wilayah BPN melaksanakan 

supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan IP4T. Dalam 

melaksanakan tugasnya, Kepala Kantor Pertanahan dibantu oleh Koordinator 

Kegiatan, Sekretaris, dan Satuan Tugas (Satgas). 

Koordinator Kegiatan IP4T adalah Kepala Seksi Penataan Pertanahan. 

Koordinator Kegiatan dibantu oleh seorang Sekretaris, yaitu Kepala Sub Seksi 

Landreform dan Konsolidasi Tanah (Kasubsi LR&KT) atau staf senior lain 

yang ditunjuk. Sekretaris dapat dibantu dengan anggota yang jumlahnya 

disesuaikan dengan kebutuhan. Sekretaris beserta anggotanya menjalankan 

tugas-tugas kesekretariatan dan pelaporan. 

Ketua Pelaksana dan Koordinator Kegiatan, secara bersama-sama 

membentuk Tim Pelaksana Lapangan IP4T. Tim Pelaksana Lapangan IP4T 

terdiri dari 2  Satuan Tugas (Satgas), yaitu : Satgas Penyuluhan dan Satgas 

Pengumpul Data.  

Jumlah anggota Tim Pelaksana Lapangan tergantung pada jumlah target 

kegiatan IP4T dimasing-masing Kantor Pertanahan. Ilustrasi Organisasi 

Pelaksana dapat dilihat pada Gambar 2. berikut ini. 
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                   Gambar 2. Organisasi Pelaksana Kegiatan IP4T 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Secara umum, tugas-tugas dalam organisasi pelaksana sebagai berikut: 

A.  Direktur Jenderal Penataan Agraria: 

1. Mengkoordinasikan pelaksanaan IP4T dengan  jajaran Kementerian 

Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional  

2. Mengkoordinasikan pelaksanaan IP4T dengan Kementerian/Lembaga 

terkait. 

3. Membuat petujuk pelaksanaan kegiatan IP4T. 

4. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, supervisi, monitoring dan 

evaluasi pada Kantor Wilayah Provinsi Badan Pertanahan Nasional dan 

Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. 

5. Melaporkan hasil kegiatan kepada Menteri Agraria dan Tata 

Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional. 

Keterangan  : a.                           Jalur Perintah     
                      b.                         Jalur Koordinasi 
 

Kepala Kantor Wilayah 
Badan Pertanahan Nasional 

Ketua Tim Pelaksana Kegiatan 
(Kepala Kantor Pertanahan) 

Sekretaris 

 
Koordinator Kegiatan 

(Kasi) 

SATGAS 
Pengumpul Data 

P4T 

SATGAS 
Penyuluhan 

Tim Pelaksana Lapangan IP4T 

Dirjen Penataan Agraria 

Kepala Kantor Wilayah 
Badan Pertanahan Nasional 
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B. Kepala Kantor Wilayah BPN: 

1. Melaksanakan supervisi, pembinaan dan bimbingan kepada kantor 

pertanahan.  

2. Melaksanakan koordinasi baik ke Pusat maupun ke daerah.  

3. Melaksanakan penyuluhan IP4T bila diperlukan daerah. 

4. Melaksanakan kontrol kualitas bila diperlukan oleh daerah. 

5. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan IP4T.  
 

 

C. Ketua Tim Pelaksana (Kepala Kantor Pertanahan)  

1. Bertanggung jawab penuh terhadap keberhasilan pelaksanaan 

kegiatan IP4T diseluruh wilayah kerjanya. 

2. Menandatangani Surat Keputusan Penetapan Lokasi Kegiatan dan 

Organisasi Pelaksana Kegiatan. 

3. Mengkoordinasikan dan melaksanakan Penyuluhan kegiatan IP4T. 

4. Memantau kemajuan dan hambatan, serta kendala pelaksanaan 

kegiatan. 

5. Melakukan pembinaan dan bimbingan dalam rangka mengatasi 

berbagai hambatan dan kendala pelaksanaan kepada seluruh 

pelaksana kegiatan. 

6. Mengajukan usulan lokasi kegiatan IP4T tahun mendatang (T+1); 

7. Melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN.  
 

D. Koordinator Kegiatan (Kepala Seksi Penataan Pertanahan) 

1. Menyiapkan Surat Keputusan Penetapan Lokasi dan Satuan Tugas 

Kegiatan. 

2. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan IP4T di desa/kelurahan yang 

bersangkutan.  

3. Melakukan koordinasi dengan Ketua Pelaksana dalam rangka kegiatan 

teknis di lapangan maupun administrasi. 

4. Melaksanakan pembinaan teknis/pembekalan kegiatan IP4T kepada 

seluruh pelaksana kegiatan IP4T. 

5. Melaksanakan monitoring dan evaluasi, serta rapat persiapan dan 

pelaksanaan kegiatan IP4T. 
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E. Sekretaris 

1. Melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan pelaksanaan kegiatan IP4T. 

2. Menyiapkan isian SKMPP kemajuan pelaksanaan kegiatan IP4T kepada 

Tim Kendali SKMPP. 

3. Melakukan koordinasi dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang 

bersifat administratif dalam hal pencairan anggaran kegiatan. 

4. Membantu menyiapkan pertanggungjawaban teknis dan evidence-

evidence lainnya untuk memperlancar administrasi keuangan serta 

mengarsipkannya. 

5. Membuat dan melaporkan hasil kegiatan kepada Ketua Pelaksana 

melalui Koordinator Kegiatan. 
 

F. Satgas Penyuluhan  

1. Menyiapkan materi penyuluhan dan melaksanakan penyuluhan. 

2. Melakukan koordinasi dengan Satgas Pengumpul Data. 

3. Mengidentifikasi kemungkinan hambatan yang akan terjadi saat 

pelaksanaan kegiatan. 

4. Membuat dan melaporkan hasil penyuluhan kegiatan ke Koordinator 

Kegiatan. 
 

G. Satgas Pengumpul Data P4T  

1. Membuat Peta Kerja. 

2. Mempersiapkan bahan dan alat pengumpulan data untuk keperluan 

survei lapangan. 

3. Melaksanakan survei, pengumpulan dan pengolahan data primer 

(Daftar Isian P4T, sket/deliniasi, toponimi). 

4. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data sekunder. 

5. Melaksanakan pengumpulan data potensi desa. 

6. Membuat dan melaporkan hasil kegiatan ke Koordinator Kegiatan 

secara berkala atau sewaktu-waktu.  

7. Membuat Laporan Desa dan pembuatan peta-peta P4T. 

8. Membuat Laporan Akhir dan pembuatan peta-peta P4T. 
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BBAABB  IIVV  

PPEELLAAPPOORRAANN  DDAANN  OOUUTTPPUUTT    
  

A. Pelaporan 

Pelaporan kegiatan IP4T disampaikan kepada Direktorat Landreform. 

Bentuk Pelaporan kegiatan IP4T yaitu;  

1.   Laporan SKMPP.  

2.   Laporan Triwulan. 

3. Laporan Desa dan Laporan Akhir IP4T. 

Kegiatan IP4T Tahun 2017 termasuk salah satu kegiatan yang dipantau 

kemajuan kegiatannya. Maka pelaksana kegiatan IP4T di daerah harus 

melaporkan kepada Sistem Kendali Mutu dan Progam Pertanahan (SKMPP) 

BPN RI. 

Laporan-laporan tersebut di atas dilaporkan secara berjenjang dari 

Kantor Pertanahan kepada Kanwil BPN, selanjutnya Kanwil BPN 

melaporkan kepada Direktorat Jenderal Penataan Agraria c.q. 

Direktorat Landreform BPN RI. Laporan disampaikan dalam bentuk 

hardcopy (cetak) dan softcopy (digital) melalui e-mail   

(landreformdep3@ gmail.com). 

 

B. Output 

Output kegiatan IP4T adalah : 

1. Data tekstual P4T yaitu tabel data P4T. 

2. Data spasial P4T terdiri dari 4 macam peta dalam bentuk shp, yaitu : 

a. Peta Penguasaan Tanah, Contoh Layout Peta Penguasaan Tanah 

periksa lampiran 16; 

b. Peta Pemilikan Tanah, Contoh Layout Peta Pemilikan Tanah periksa 

lampiran 17; 

c. Peta Penggunaan Tanah, Contoh Layout Peta Penggunaan Tanah 

periksa lampiran 18; 
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d. Peta Pemanfaatan Tanah, Contoh Layout Peta Pemanfaatan Tanah

periksa lampiran 19.

Data tekstual dan spasial, serta hasil analisa data P4T merupakan isi dari 

Laporan Desa. Laporan Desa dipresentasikan di Kantor Pertanahan untuk 

dapat ditindaklanjuti dengan kegiatan pertanahan lainnya pada tahun 

depan. 

Berdasarkan SOP Pengklasifikasian, Penilaian dan Pencatatan / Pelaporan 

Peta pada SIMAK BMN BPN, Hasil  Kegiatan IP4T berupa peta yang masuk 

dalam aset, maka peta IP4T harus dicatatkan pada SIMAK BMN.  

Selamat bekerja. 
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Tugas

Ringkaslah tahapan dilakukannya IP4T dan sertakan 
contoh pelaksanaan IPT tersebut sesuai dengan wilayah 
kerja yang Anda pilih

Kerjakan dalam tim



Bacaan 3, 4, 5 

IP4T Kawasan Hutan 

 Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri 
Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum, dan Kepala 
BPN RI, Nomor 79 Tahun 2014, Nomor PB.3/ 
Menhut-11/2014, Nomor 17/PRT/M/2014, Nomor 
8/SKB/X/2014, tentang Tata Cara Penyelesaian 
Penguasaan Tanah yang Berada dalam 

 Kawasan Hutan Tentang Tata Cara Penyelesaian 
Penguasaan Tanah Yang Berada di Dalam Kawasan 
Hutan  

 Peraturan MenLHK No. 
17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2018 tentang Tata 
Cara Pelepasan Kawasan Hutan dan Perubahan 
Batas Kawasan Hutan untuk Sumber Tanah Objek 
Reforma Agraria 

























Ica
bidang pjdih



Tugas

1. Jelaskan mengapa diperlukan IP4T di dalam kawasan hutan
2. Jelaskan tahapan-tahapan dilaksanakannya IP4T di dalam kawasan hutan
3. Mengapa diperlukan kesepakatan 4 Kementterian/Lembaga untuk dapat melaksanakan 
IP4T di dalam kawasan hutan
4. Melalui Peraturan Bersama di atas, jelaskan bagaimana peluang diakui dan 
ditegaskannya hak atas tanah masyarakat (apakah mekanisme dalam Perber tersebut lebih 
efektif dan efisian dalam mengakui dan menegaskan hak atas tanah masyarakat)?



Mumu Muhajir

Satu Tahun Perber 4 Menteri tentang Penyelesaian
Penguasaan Tanah di Dalam Kawasan Hutan:

Kendala, Capaian dan Arah ke Depan

Pendahuluan

Catatan kebijakan ini bercerita dinamika pelaksanaan proses penyelesaian penguasaan tanah di dalam kawasan hutan 
yang dinamai IP4T selama setahun terakhir. Proses Inventarisasi Penguasaan, Penggunaan, Pemilikan dan 
Pemanfaatan (IP4T) di dalam kawasan hutan merupakan satu proses yang lahir dari terbitnya Peraturan Bersama 
Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 
79 Tahun 2014, PB.3/Menhut-II/2014, 17/PRT/M/2014, 8/SKB/X/2014 tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah 
yang Berada di Dalam Kawasan Hutan (selanjutnya Perber 4 Menteri) pada 17 Oktober 2014. Walaupun setingkat 
peraturan menteri, kelahiran Perber 4 Menteri ini cukup banyak kontroversi. Hal ini disebabkan karena Perber 4 Menteri 
ini hendak mewujudkan satu proses penyelesaian penguasaan tanah di dalam kawasan hutan yang lebih terintegrasi 
dan lintas sektor. Perber 4 Menteri mengisi kekosongan hukum soal bagaimana memperjelas hak-hak masyarakat yang 
berada di dalam kawasan hutan dan sekaligus membuka pada adanya kawasan hutan yang berkekuatan hukum kuat 
dan dihormati oleh berbagai pihak.

Tulisan kali ini tidak akan menceritakan substansi dari Perber 4 Menteri. Sidang pembaca dianjurkan untuk membaca 
soai isi dari Perber 4 Menteri beserta kritikannya di dalam tulisan Myrna A. Safitri berjudul “Satu Administrasi 
Pertanahan: Peluang dan Kendala dalam Peraturan Bersama Menteri untuk Penyelesaian Penguasaan Tanah di Dalam 
Kawasan Hutan” (Policy Brief Volume 04/2014). Tulisan ini lebih banyak akan menceritakan dinamika setelah lahirnya 
Perber 4 Menteri: bagaimana dia dilaksanakan, peluang dan kendala, persepsi dari masing-masing pihak terkait. 

Penulis membagi tulisan ini dalam tiga babak: pertama, cerita soal pelaksanaan Perber 4 Menteri/IP4T di tingkat 
nasional. Kedua, melihat perkembangan Perber 4 Menteri di beberapa kabupaten, utamanya Kabupaten Barito 
Selatan, Pandeglang dan Lebak. Ketiga, kesimpulan dan rekomendasi untuk perbaikan ke depan. 
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Perber 4 Menteri ini lahir di ujung Pemerintahan SBY- 
Boediono. Kelahirannya tidaklah tiba-tiba. Sebelumnya 
ada MoU 12 K/L untuk percepatan pengukuhan kawasan 
hutan yang dimonitor oleh KPK dan UKP4. Salah satu 
rencana aksi dari MoU 12 K/L ini adalah memperjelas hak-
hak yang ada di dalam kawasan hutan. Karena masalah 
ini sangat laten, maka dipilih beberapa kabupaten 
sebagai percontohan untuk proses itu, yakni Barito 
Selatan, Bintan dan Sorong. Pada saat proses di tiga 
kabupaten/kota itulah muncul kebutuhan untuk 
memperkuat proses itu dengan kekuatan hukum yang 
lebih kuat. Karena ada setidaknya 4 Kementerian yang 
terkait dengan proses itu, maka bentuk peraturan yang 
ideal adalah  Peraturan Presiden atau Peraturan 
Pemerintah. Namun karena ada tekanan waktu serta 
cuaca politik waktu itu, maka diputuskan memilih  
bentuk  Perber 4 Menteri. Ia dipilih karena pada dasarnya 
yang dilakukan Perber 4 Menteri itu lebih memperkuat 
koordinasi, menyambungkan antar proses yang sejalan 
yang selama ini dipandang sebagai proses yang terpisah, 
serta mengisi kekosongan hukum terkait dengan 
penguasaan lahan di dalam kawasan hutan. Perber 4 
Menteri lahir tanggal 17 Oktober 2014.

Tekanan dari kalangan masyarakat sipil dan KPK 
membuat Perber 4 Menteri ini tetap “hidup” pada (awal) 
pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Bahkan program 
Perber 4 Menteri ini (sebagai penyelesaian penguasaan 
tanah di dalam kawasan hutan)  ada di dalam RPJMN 
2015-2019. 

Adanya reposisi kementerian telah mengubah 
nomenklatur kementerian yang terikat dalam 
penyelesaian penguasaan tanah di dalam kawasan 
hutan. Kewenangan tata ruang dari Kemen-PU ditarik 
dan ditempatkan pada Kementerian Agraria dan Tata 
Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Sehingga dari 4 
Kementerian berubah menjadi 3 Kementerian (Kemen-
ATR/BPN, KLHK dan Kemendagri).

Dilihat dari sisi koordinasi, reposisi ini seharusnya 
memberikan peluang bagus. Kemen-ATR/BPN sekaligus 
memiliki kewenangan pertanahan, agraria dan tata 
ruang. Hanya saja, dalam perjalanan, kita tidak pernah 
melihat semacam cetak biru pengintegrasian dua urusan 
(pertanahan dan tata ruang) ke dalam satu kementerian. 
Sampai tulisan ini dibuat, kita tidak melihat urusan tata 
ruang menjadi bagian integral dari pertanahan, terutama 
di daerah. Yang menonjol dari Kementerian ATR/BPN 
masih urusan tanah. Sementara urusan tata ruang masih 
belum terlihat menjadi perhatian kementerian ini. Dan 
urusan agraria sepertinya disempitkan menjadi hanya 
masalah tanah (permukaan). 

KLHK atau Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan merupakan Kementerian gabungan dari 
Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Berbeda dengan 
Kemen-ATR/BPN, proses pengintegrasiannya 
dilakukan secara sistematis dan terukur. Memang 
akhirnya berpengaruh pada kinerja KLHK sendiri. 
Karena proses pengintegrasian itu kelihatannya stabil 
di pertengahan tahun 2015. Pada KLHK pun 
sebenarnya urusan kehutanan lebih menonjol dari 
urusan lingkungan hidup. 

Kementerian Dalam Negeri, di sisi lain, mengalami 
proses difusi dengan kelahiran Kementerian Desa, 
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. 
Proses ini juga cukup menguras energi karena adanya 
perbedaan haluan politik di antara dua menteri serta 
soal kewenangan dalam mengelola desa. 

Perubahan nomenklatur kementerian ini membuat 
pelaksanaan Perber 4 Menteri menjadi lebih ramping. 
Karena setidaknya hanya tiga birokrasi kementerian 
yang perlu dilalui untuk tuntasnya satu rangkaian IP4T. 
Namun tidak demikian kejadiannya di lapangan.  

Mesti Perber 4 Menteri ini dimonitor secara ketat oleh 
Komisi Pemberatasan Korupsi sebagai bagian dari 
Gerakan Nasional-Penyelamatan Sumber Daya Alam 
(GN-PSDA), tetapi bekerja sendiri-sendiri di antara 3 
Kementerian masih menjadi tantangan sendiri. Belum 
lagi masalah isu kewenangan yang cukup sensitif. 
KLHK dan Kemen-ATR/BPN akan saling “berebut” , 
entah popularitas, nama baik, politik, sumber daya, dll. 
Sementara Kemendagri sepertinya masih banyak 
pasifnya. Bisa dikatakan, Perber 4 Menteri justru jalan 
pincang begitu dilaksanakan di lapangan. 

Kemen-ATR/BPN mengambil langkah yang cukup aktif. 
Kementerian ini melakukan sosialisasi Perber 4 
Menteri ke semua provinsi, menetapkan target kasar 
anggaran pelaksanan IP4T perprovinsi, mendorong 
pembentukan IP4T di daerah, dan membuat petunjuk 
pelaksanaan penyelesaian penguasaan tanah di dalam 
kawasan hutan (Januari 2015).

Inisiatif penerbitan Juklak IP4T didasar atas keinginan 
Kemen-ATR/BPN untuk memperlancar implementasi. 
Namun, pihak lain, terutama KLHK, merasa terbitnya 
petunjuk pelaksanaan yang tanpa melibatkan mereka 
itu tidak sesuai dengan semangat Perber 4 Menteri. 
Dimana seharusnya sebelum pihak satu bergerak 
harus berkoordinasi dengan pihak yang lain. Mereka 
juga melihat bahwa isi dari petunjuk pelaksanaan itu 
terlalu banyak mengatur soal pertanahan saja. 
Muncullah wacana perlunya terbit petunjuk pelaksana 
bersama atau Juklakber. 

Belum adanya Juklakber ini menjadi alasan bagi KLHK 
untuk tidak terlibat dalam proses pengumpulan data 
lapangan tim IP4T. Pada saat yang sama muncul pula 
suara-suara (dan lebih sering terdengar) di internal 

Dinamika di Tingkat Nasional

Masalah Koordinasi dan Kepercayaan
Intra dan Antar Sektor
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KLHK sendiri yang tidak sepakat dengan kehadiran 
Perber 4 Menteri. Kalau memang ingin penyelesaian 
penguasaan tanah di dalam kawasan hutan dilakukan 
dengan lebih terintegratif dan lintas sektor, seharusnya 
revis i  mudah di lakukan.  Menter i  KLHK dan 
MenteriATR/BPN berasal dari partai yang sama, 
seharusnya komunikasi dapat lebih mudah dijalankan. Isi 
petunjuk teknis versi Kemen-ATR/BPN sendiri semuanya 
hanya mengatur kewenangannya BPN dalam 
melaksanakan proses pendaftaran tanah. Bedanya, kali 
ini dilakukan di dalam kawasan hutan. Petunjuk teknis itu 
tidak mengatur bagaimana tindakan KLHK (dan juga 
K e m e n d a g r i )  s e l a m a  p e l a k s a n a a n  P e r b e r  4  
Menteri/IP4T. Bisa dipahami karena yang membuat 
ATR/BPN dan mereka t idak mau melampaui  
kewenangannya. Ini kekosongan yang cukup jelas yang 
bisa ditambal dengan dua cara: buat petunjuk teknis 
sendiri berdasarkan tugasnya di dalam Perber 4 Menteri 
atau meminta ada pengintegrasian ke dalam petunjuk 
pelaksanaan yang sudah ada. Dilihat dari kacamata 
teknis, ini bukan masalah besar. Dua-duanya mungkin 
dilakukan.  

Namun, dari saat terbitnya juklak (Januari 2015) sampai 
tulisan ini dibuat, belum ada kabar bagaimana Juklakber 
itu akan disusun atau bahkan belum ada kabar 
penyusunan petunjuk penggunaan internal di 
Kemendagri atau KLHK. Yang terjadi di lapangan adalah 
pincangnya Tim IP4T dalam bekerja menerima 

permohonan, mengumpulkan data lapangan, 
memverifikasinya dan membuatkan rekomendasi. 
Keengganan ini mengendorkan pula semangat 
beberapa daerah yang sudah memiliki Tim IP4T. Mereka 
khawatir ketidakhadiran BPKH c.q. KLHK menyulitkan 
mereka di kemudian hari. 

Mudah untuk menyimpulkan bahwa tingkat koordinasi 
antar dua kementerian ini masih belum berjalan dengan 
baik. Level kepercayaannya juga sama-sama rendah. 
Sehingga inisiatif yang dikerjakan oleh satu pihak terlalu 
cepat dicurigai oleh pihak lainnya. Ini bukanlah masalah 
yang baru muncul karena adanya Perber 4 Menteri. 
Perber 4 Menteri hanya memperlihatkannya lebih jelas.

Perber 4 Menteri juga memperlihatkan tidak hanya 
koordinasi antar kementerian yang payah, tetapi juga 
koordinasi di internal kementerian sendiri. Ini terlihat 
dari masih belum jalannya tukar menukar data antar 
divisi di internal kementerian. Tapi memang bisa 
dipahami ini bagian dari dinamika di internal birokrasi. 
Apalagi muatan dari Perber 4 Menteri sendiri memang 
berpotensi mengganggu kemapanan (berpikir, 
penguasaannya pada sumber daya). Sehingga muncul 
ketidaksepakatan, berbagai intrik agar Perber 4 Menteri 
itu berhenti bergerak. Namun di sisi lain, ada juga 
eksponen pejabat yang sepakat dengan isi Perber 4 
Menteri ini. Dan jumlahnya juga banyak. Kondisi ini yang 
membuat dinamikanya naik terus. 

Diskusi bersama Kepala Desa terkait Pelaksaan IP4T di Barito Selatan
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Bentuk formal Peraturan Bersama Menteri memang 
rentan dipermasalahkan, terutama para legalis. 
Peraturan Bersama Menteri tidak dikenal dalam UU 
12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan. Ini menjadi peluru paling sering dilontarkan 
untuk menolak Perber 4 Menteri. Walaupun di sisi lain, 
secara yurisprudensi, Peraturan Bersama Menteri ini 
sebenarnya dikenal dalam sistem hukum di Indonesia 
dan pernah dipakai untuk mengatur hal yang sifatnya 
lintas sektoral kementerian. Peluru lain yang sering 
diomongkan adalah penandatangan pada Perber 4 
Menteri hanyalah Plt, sehingga menimbulkan syak 
wasangka soal Plt itu tidak menguasai masalah dan/atau 
ada kepentingan politik di belakangnya.

Argumentasi legalis di atas menjadi dasar wacana 
merevisi Perber 4 Menteri ini dengan Peraturan 
Presiden. Inisiatif ini berasal dari KLHK dan disebutkan 
dalam pertemuan tripartit (Kemendagri, KLHK dan 
Kemen-ATR) yang difasilitasi oleh KPK Bulan Agustus 
2015. Draft revisi Perber 4 Menteri juga disusun oleh 
KLHK. Draft ini diharapkan disetujui oleh presiden pada 
tahun 2016 awal.

Dari sisi hukum, revisi Perber 4 Menteri menjadi 
Peraturan Presiden itu hal yang wajar. Karena 
membuatnya memiliki kekuatan hukum yang lebih baik 
serta untuk memperbaiki beberapa ketentuan yang 
luput diatur dalam Perber 4 Menteri (seperti penegasan 
status quo pada satu wilayah yang sedang di-IP4T-kan 
sehingga tidak ada pengusiran sekaligus tidak ada 
perluasan wilayah, kompensasi, penguatan koordinasi 
tingkat nasional, penyesuaian dengan UU Pemerintahan 
Daerah dan beberapa isu lainnya). 

Selain lewat proses legislasi, revisi atas Perber 4 Menteri 
juga ditempuh lewat jalur hukum. Langkah itu ditempuh 
oleh Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) dengan 
melakukan judicial review ke Mahkamah Agung. Perber 4 
Menteri dianggap bertentangan dengan setidaknya 7 
(tujuh) UU, 2 (dua) PP dan satu kebijakan pengambilan 
Keputusan Menteri yang lintas sektor. Namun yang 
paling utama adalah Perber 4 Menteri ini dianggap 
memberikan ketidakpastian usaha bagi pemegang izin 
karena sewaktu-waktu akan ada masyarakat dan 
masyarakat adat yang mengajukan permohonan IP4T di 
wilayah tersebut. 

Sampai saat ini keputusan MA terkait dengan judicial 
review itu belum terbit. Tapi apa yang dikerjakan oleh 
APHI membuat posisi Perber 4 Menteri memang menjadi 
terjepit. Argumen bahwa Perber 4 Menteri sedang 
direvisi dan diajukan gugatan hukum ke MA dijadikan 
dalih untuk menghentikan aktivitas di lapangan.

Wacana revisi Perber 4 Menteri ini ternyata diputar 
sedemikian rupa sehingga dipergunakan untuk 
mengganggu dan menghentikan proses yang sedang 
berjalan di lapangan. Penghentian ini kerap disertai 
dengan tindakan kekerasan dan penutupan akses 
masyarakat ke dalam kawasan hutan. Pemutaran isu ini 
penting diperhatikan mengingat penulis belum melihat 
jaminan proses revisi ini akan berjalan dengan lancar. 
Draft yang ada lebih banyak beredar di kalangan KLHK. 
Sedangkan kementerian lain belum mengetahui dengan 
pasti. Sedikit saja salah paham atau cuaca politik yang 
berubah akan membuatnya mandek. Dan proses yang 
mandek itu jauh lebih berbahaya karena akan 
menimbulkan ketidakpastian, terutama mereka yang 
sudah di tengah jalan menjalankan Perber 4 Menteri. 
Pertanyaan paling kencang akan lahir dari masyarakat 
yang susah payah membuat permohonan IP4T tentang 
kejelasan nasib permohonan yang mereka usulkan.

Wacana Revisi Perber 4 Menteri 
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Soal ini jelas bukan soal baru. Dampaknya pada 
kelancaran proses IP4T akan sangat menentukan. 
Beberapa persoalan terkait dengan hal ini bahkan sangat 
mendasar. Misalnya soal berapa jumlah pasti 
kabupaten/provinsi yang sudah memiliki Tim IP4T dan 
melaksanakannya di lapangan. Sejauh yang diketahui 
oleh penulis, tidak ada ada data resmi terkait dengan itu. 
Tapi untuk sebuah kerjaan yang berdampak sangat masif 
ini namun tidak ada data yang tersedia dengan baik dan 
terpercaya tentu sedikit tidak dipercaya. Entah di bagian 
mana dari tiga kementerian itu yang menyusun dan 
menyimpan data-data terkait IP4T.

Selain transparansi, konsolidasi data antar kementerian 
nampaknya juga jalan di tempat. Padahal sudah ada 
kebijakan satu peta yang diteruskan oleh pemerintahan 
Jokowi JK. Tapi nampaknya KLHK dan Kemen-ATR/BPN 
masih memakai standar pemetaan yang berbeda. 
Perbedaan ini kerap menimbulkan situasi tumpang 
tindih di lapangan. Bahkan BPN kerap sangat berhati-hati 
dengan membuat jarak dari batas hutan ketika hendak 
mengukur tanah yang berbatasan dengan kawasan 
hutan. Ini untuk menghindari seandainya tanah yang 
diukur itu adalah kawasan hutan.

Keengganan menyamakan standar pemetaan membuat 
masing-masing kementerian memiliki data tentang 
penguasaan tanah di dalam kawasan hutan yang 
berbeda-beda. Kemen-ATR/BPN memiliki data indikatif 
tentang penggunaan lahan di dalam kawasan hutan yang 
luasnya mencapai 12.166.040 ha.

Data Indikatif Tanah Pihak Ketiga 
Dalam Kawasan Hutan 

Sawah 701.905 ha 

Tegalan/ladang 4.361.269 ha 

Kebun campuran 6.916.208 ha 

Kampung 186.658 ha 

Total 12.166.040 ha 

 

Tidak hanya itu, BPN sudah memiliki data penggunaan 
lahan dalam kawasan hutan di masing-masing 
kabupaten/provinsi. Data itu cukup detail karena BPN 
biasanya memang bekerja dengan skala peta yang lebih 
rendah. Data ini juga sudah ditumpang-susunkan dengan 
peta kawasan hutan versi KLHK. Sementara KLHK sendiri, 
sepengetahuan penulis, selalu bekerja dengan standar 
peta yang tinggi, sehingga kurang bisa melihat detail 
penggunaan lahan di dalam kawasan hutan. Sayangnya 
adalah data BPN itu tidak terbuka untuk publik dan lebih 
sayangnya lagi, KLHK nampaknya tidak memiliki data 
tersebut. Padahal untuk proses penyelesaian 
penguasaan tanah di dalam kawasan hutan, data-data 
terkait dengan penggunaan tanah di dalam kawasan 
hutan yang detail penting diketahui oleh KLHK sebagai 
institusi yang salah satu tugasnya adalah pengukuhan 
kawasan hutan. 

Konsolidasi data yang baik antara KLHK dan Kemen-
ATR/BPN, apalagi jika ditambahkan dengan data 
Kemendagri soal desa, akan sangat membantu proses 
penyelesaian konflik di dalam kawasan hutan. Ini yang 
perlu didorong terus di tingkat nasional.

USULAN PERUBAHAN PENUNJUKAN KAWASAN HUTAN
DI WILAYAH KABUPATEN BARITO SELATAN

Bagan 1. Peta penggunaan tanah di dalam kawasan hutan
di Kabupaten Barito Selatan

Transparansi dan Konsolidasi Data Masih Kurang

Policy Brief vol. 02/2015

Gerakan Nasional
Penyelamatan Sumber Daya Alam

GN
PSDA



6

Kegiatan pertama Perber 4 Menteri  adalah membentuk 
Tim IP4T yang dilakukan oleh Gubernur atau Bupati. 
Kewenangan IP4T karenanya dibatasi oleh wilayah 
administrasi. Tanpa adanya pembentukan Tim IP4T, 
Perber 4 Menteri tidak akan berjalan, walaupun ada 
permohonan pelaksanaan IP4T dari masyarakat. 

Pada titik ini penting memperhatikan faktor ketertarikan 
Bupati/Gubernur untuk memfasilitasi penyelesaian 
konflik di dalam kawasan hutan. Ketertarikan itu tidak 
sebatas minat, tetapi juga kebutuhan (dan juga 
keberanian) karena sudah mengganggu kehidupan 
masyarakat atau proyek-proyek pembangunan. 

Data terakhir yang disusun oleh Epistema Institute 
sampai Bulan November 2015 menunjukkan baru ada 81 
Kabupaten dan 6 Provinsi di Indonesia yang memiliki Tim 
IP4T. Dari jumlah itu bisa terukur ketertarikan 
Bupati/Gubernur untuk menyelesaikan konflik di dalam 
kawasan hutan di daerahnya. Persentasenya hanya 6% 
saja kabupaten yang sudah memiliki Tim IP4T 
dibandingkan dengan jumlah kabupaten di Indonesia 
(514 Kabupaten).

Namun di sudut yang lain menarik juga untuk melihat 
latar belakang mengapa Bupati/Gubernur membentuk 
Tim IP4T. Ini untuk melihat apakah IP4T ini awalnya 
memang untuk memperjelas hak-hak masyarakat tetapi 
justru sebenarnya dapat mempercepat proses 
pemindahan lahan ke pihak lain. Hal ini harus dipahami 
dalam konteks pandangan umum Daerah yang melihat 
posisi kawasan hutan yang lebih sebagai halangan 
daripada peluang. Luasnya kawasan hutan di suatu 
kabupaten nampaknya sangat jarang dilihat sebagai 
anugerah. 

Bupati/Gubernur pasti memiliki agenda politik-ekonomi 
di belakangnya: entah dukungan politik dari publik, 
kepentingan ekonomi kabupaten/provinsinya dan 
lainnya. Yang penting dilihat adalah sejauh mana 
Bupati/Gubernur bisa menjamin bahwa hak yang 
ditegaskan atau diberikan kepada masyarakat itu dapat 
lebih menyejahteraan masyarakat. Dan faktor untuk 
melihatnya berderet panjang. 

Susunan anggota Tim IP4T. Dalam pandangan penulis, 
walaupun tampak sepele, susunan anggota Tim IP4T ini 
dapat menunjukkan keseriusan pemda dalam 
menjalankan Perber 4 Menteri. Perhatikan susunan Tim 
IP4T Barito Selatan dan Tim IP4T Lebak berikut ini

Dinamika di Daerah

TIM IP4T
MENERIMA

PENDAFTARAN

TIM IP4T
MELAKUKAN
VERIFIKASI

DATA PEMOHON
TIM IP4T

MELAKUKAN
ANALISIS DATA

YURIDIS DAN FISIK

KLHK MENGKAJI
DAN MENATA

BATAS ULANG
KAWASAN HUTAN
(14 HARI KERJA)

TIM IP4T
MENYAMPAIKAN
REKOMENDASI

KEPADA KANTAH /
KANWIL BPN

SK PERUBAHAN
BATAS KAWASAN
HUTAN (NEGARA)

DAN SK PERUBAHAN
KAWASAN HUTAN

(NEGARA)

TIM IP4T
MELAKUKAN
PENDATAAN
LAPANGAN

REVISI
PERDA
RT/RW

KANTAH/KANWIL
MENYAMPAIKAN 
REKOMENDASI

PADA KLHK

PENEGASAN / PENGAKUAN
HAK ATAS TANAH

ATAU REFORMA AGRARIA /
REDISTRIBUSI TANAH ATAU

BENTUK MANAJEMEN KOLABORASI
DAN PERHUTANAN SOSIAL 

DAN PENGAKUAN MASYARAKAT
ADAT LEWAT PERDA

BUPATI /
GUBERNUR

MEMBENTUK
TIM IP4T

PEMERINTAH DESA
DAN MASYARAKAT
MENGUMPULKAN

BUKTI KLAIM

1a

2

3

4

5

6

7

8

9
10

11

JALUR
IP4T

1b

6 Bulan

Paling lambat
14 hari setelah
diterimanya
hasil analisis

tim IP4T

TIM IP4T
MENERIMA

PENDAFTARAN

TIM IP4T
MENYAMPAIKAN
HASIL ANALISIS
& REKOMENDASI

KEPADA KANTAH /
KANWIL BPN

KANTAH / 
KANWIL BPN

MENYAMPAIKAN
HASIL ANALISIS
KEPADA DIRJEN

PLANOLOGI

DIRJEN
PLANOLOGI

MEMERINTAHKAN
PELAKSANAAN
TATA BATAS

KAWASAN
HUTAN

DIRJEN
PLANOLOGI

MENERBITKAN
SK PERUBAHAN

BATAS KAWASAN
HUTAN

Tidak
ada

batas
waktu

MENTERI
KEHUTANAN

MENERBITKAN
SK PERUBAHAN

BATAS KAWASAN
HUTAN

Paling lambat
dua bulan

setelah ada
SK Dirjen Planologi
tentang perubahan

batas kawasan
hutan

BUPATI /
GUBERNUR

MENERBITKAN
SK PENGINTEGRASIAN

ATAS SK DIRJEN PLANOLOGI
TENTANG PERUBAHAN

BATAS KAWASAN HUTAN DAN
SK MENTERI KEHUTANAN

TENTANG PERUBAHAN BATAS
KAWASAN HUTAN
KE DALAM RTRW

PEMBERIAN SK
PERHUTANAN SOSIAL

ATAU KEHUTANAN
KOLABORATIF
OLEH MENTERI

KEHUTANAN
BAGI MASYARAKAT

PEMBERIAN
HAK ATAS TANAH

OLEH BPN

REVISI
PERDA
RT/RW

Penetapan SK
Perubahan

Kawasan Hutan
dapat dilaksanakan

sebelum ada
revisi RTRW

Pemberian
hak atas tanah

ataupun penunjukan
pengikutsertaan

masyarakat dalam
kehutanan sosial

maupun kehutanan
kolaboratif
tetap bisa
dilakukan

selama masa
revisi RTRW

2

1

3

4

5

6

7

8c

rangkaian kegiatan

proses & waktu

DURASI &
PROSES
IP4T

8b

8a

Pembentukan Tim IP4T di Provinsi/
Kabupaten dan Susunan Anggotanya
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Kepala Desa Danau Masura
Kepala Desa Teluk Telaga
Kepala Desa Muara Talang
Kepala Desa Bintang Kurung
Kepala Desa Tampijak
Kepala Desa Teluk Sampudau
Kepala Desa Selat Baru
Kepala Desa Talio
Kepala Desa Sungai Jaya
Kepala Desa Batampang
Kepala Desa Teluk Timbau
Kepala Desa Batilap
Kepala Dusun Muara Puning
Kepala Dusun Simpang Telo
Kepala Desa Rangga Ilung

Kepala Balai Pemantapan 
Kawasan Wilayah XXI 

Palangka Raya
Kepala Bappeda Kabupaten 

Barito Selatan
Asisten Administrasi 
Pemerintahan Sekda 

Kabupaten Barito Selatan
Camat Dusun Selatan

Camat Karau Kuala
Camat Dusun Hilir

Camat Jenamas
Kepala Desa Sababilah
Kepala Desa Lembeng

Pengarah
Bupati Barito Selatan

Wakil Bupati Barito Selatan

Koordinator
Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan

Ketua
Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Barito Selatan

Sekretaris
Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Barito Selatan

Anggota

TIM INTI IP4T
BARITO SELATAN

TIM PENDAMPING IP4T
BARITO SELATAN
Ketua Tim Pendamping

Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesra Sekda 
Kabupaten Barito Selatan

Anggota
Staf Ahli Bidang Pemerintahan Kabupaten Barito Selatan
Kepala Bagian Administrasi Perekonomian dan SDA Setda 

Kabupaten Barito Selatan
Kepala Bidang Pengembangan Wilayah Sarana dan 
Prasarana pada Bappeda Kabupaten Barito Selatan

Kepala Seksi Pemanfaatan Hutan pada Dinas Kehutanan 
dan Perkebunan Kabupaten Barito Selatan

Kepala Sub Bagian SDA dan Lingkungan pada Bagian 
Administrasi Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten 

Barito Selatan
Kepala Seksi Pengaturan Penataan Pertanahan pada 

Kantor BPN Kabupaten Barito Selatan
Kepala Sub Bidang Pengembangan Wilayah pada 

Bappeda Kabupaten Barito Selatan
Kepala Sub Bagian Produk Hukum Daerah pada Bagian 

Hukum Setda Kabupaten Barito Selatan

SEKRETARIAT TIM IP4T
BARITO SELATAN

Ketua Sekretariat
Kepala Bidang Perencanaan Hutan pada Dinas Kehutanan 

dan Perkebunan Barito Selatan

Anggota
Kepala Seksi Perpetaan dan Pentatagunaan Kawasan 

Hutan pada Dinas Kehutanan dan Pekebunan Kabupaten 
Barito Selatan

Kepala Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan pada 
Kantor BPN Kabupaten Barito Selatan

Kepala Seksi Survey, Pengukuran, dan Pemetaan pada 
Kantor BPN Kabupaten Barito Selatan

Irmatati, SE, Pelaksana pada Bagian Administrasi 
Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Barito Selatan
Aris Octavia, S.Hut, Pelaksana pada Dinas Kehutanan dan 

Perkebunan Kabupaten Barito Selatan
Amelia, A.Md, Pelaksana pada Bagian Administrasi 

Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Barito Selatan
Silaprionson, Pelaksana pada Dinas Kehutanan dan 

Pekebunan Kabupaten Barito Selatan
Eramayuni, S.Hut, Staf Operator Komputer pada Dinas 
Kehutanan dan Pekebunan Kabupaten Barito Selatan

TIM IP4T
LEBAK

Ketua
Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lebak

Sekretaris
Kepala Seksi Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lebak

Anggota
- Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan

- Kepala Bidang Perencanaan Pengembangan
dan Pembangunan Wilayah Dan Prasarana

Bapeda Kabupaten Lebak
- Camat Setempat

- Kepala Desa Setempat 

Selain Tim Inti yang merupakan susunan anggota lebih 
detail yang mengikuti Perber 4 Menteri, Tim IP4T di 
Barito Selatan dilengkapi dengan Tim Pendamping dan 
Sekretariat Tim. Tampak bahwa hampir semua SKPD 
yang dianggap ada kaitannya dengan perlindungan hak 
masyarakat di dalam kawasan hutan dilibatkan sebagai 
tim. Perlu dicatat pula, bahwa Kabupaten Barito Selatan 
mungkin satu-satunya kabupaten yang menyediakan 
alokasi anggaran dari APBD sendiri. 

Bandingkan dengan Tim IP4T Lebak yang susunan 

timnya mengikuti Perber 4 Menteri dengan memberikan 

modifikasi pada posisi sekretaris. Berbeda dengan Barito 

Selatan yang menyeimbangkan posisi ketua dengan 

sekretarisnya, di Lebak posisi sekretaris Tim IP4T diisi 

oleh pejabat setingkat kepala seksi atau eselon 4. Secara 

hukum, tidak ada yang salah. Dalam Perber 4 Menteri 

pun sekretaris tim diisi oleh Unsur Dinas Kabupaten/Kota 

yang menangani urusan di bidang Kehutanan. Tapi kalau 

kita melihat bobot dan sense of urgency/crisis, nampak 

bahwa Tim IP4T Lebak kurang begitu berimbang dan 

dapat berakibat pada proses pengambilan keputusan 

yang berjenjang. Ini berbeda dengan Tim IP4T Barito 

Selatan dimana semua keputusan lebih cepat diambil 

dalam setiap rapat dan beban kerja dianggap sebagai 

kerja bersama, tidak dilihat hanya sebagai pekerjaan 

kantor pertanahan.

Policy Brief vol. 02/2015



8

Sudah adanya penentuan lokasi dapat dibaca sebagai 
tanda sudah ada konsolidasi Tim IP4T di tingkat 
Kabupaten (mengingat beragamnya tim, serta adanya 
tim yang merupakan unsur pemerintah pusat, yakni 
BPKH) dan adanya alokasi anggaran. Penentuan lokasi 
prioritas (menurut Perber 4 Menteri, Tim akan bekerja 
selama 6 bulan di lokasi prioritas) dapat bersifat 
penunjukan langsung (biasanya dikerjakan oleh Kepala 
Kantor Pertanahan) atau dilakukan secara berjenjang. 
Penunjukkan langsung ini lebih sering terjadi di 
lapangan. Mungkin karena Perber 4 Menteri beserta 
juklaknya dianggap hanya kegiatannya BPN. Sementara 
yang berjenjang dalam arti ada usulan dari berbagai 
anggota sebelum kemudian ditetapkan lokasinya. 
Kejadian ini misalnya terjadi di Barito Selatan mengingat 
lokasi prioritasnya adalah lokasi yang sejak tiga tahunan 
yang lalu menjadi wilayah penataan batas kawasan 
hutan.

Selain yang sifatnya internal, penentuan lokasi juga ada 
yang berasal dari tekanan luar. Kondisi ini bisa dilihat dari 
proses yang terjadi di Pandeglang. Lokasi prioritas 
Kabupaten Pandeglang berada di Desa Ujungjaya, 
Taman Jaya, Cigorondong, dan Tunggal Jaya. Empat desa 
ini sebagian wilayahnya berada di dalam kawasan 
konservasi (Taman Nasional Ujung Kulon) dan kawasan 
hutan produksi yang dikuasai oleh Perhutani. 
Penunjukkan lokasi ini terjadi dengan tekanan dari 
masyarakat Ujungjaya sebagai respon atas lepasnya 
salah satu anggota masyarakat dari tuntutan hukum 
karena dianggap menangkap ikan di dalam kawasan 
Taman Nasional Ujung Kulon. 

Jika Pandeglang terjadi karena adanya protes, apa yang 
terjadi di Kapuas, Kalimantan Tengah terjadi lewat 
permintaan dari Tim IP4T kepada fasilitator masyarakat. 
Menariknya, fasilitator masyarakat ini sudah memiliki 
data/peta pemetaan partisipatif yang dilakukan di 
wilayah prioritas (Desa Danau Pantau, Lawang Kamah, 
Lawang Kajang). Sehingga diharapkan pengumpulan 
data lapangan bisa lebih mudah dikerjakan. 

Dari data yang berhasil dikumpulkan, semua fungsi 
kawasan hutan sudah ada wakilnya dalam proses IP4T. 
Apakah itu hutan konservasi (misalnya Pandeglang), 
hutan lindung (misalnya Barito Selatan) atau hutan 
produksi (misalnya Lebak). Ini juga menunjukkan bahwa 
konflik penguasaan tanah sebenarnya merata ada di 
semua fungsi kawasan hutan. 

Beragamnya cara penentuan lokasi ini membuka 

peluang bagi masyarakat yang di Kabupaten yang sudah 

ada Tim IP4T-nya untuk mengusulkan wilayahnya 

sebagai lokasi prioritas. Data awal penggunaan lahan di 

dalam kawasan hutan bisa menjadi lampiran dalam 

usulan tersebut. Pada titik ini pemetaan partisipatif bisa 

membantu proses tersebut.

Proses selanjutnya setelah ada penentuan lokasi adalah 
melakukan sosialisasi di kawasan itu sekaligus 
memberitahukan form permohonan yang nantinya 
secara kolektif akan diketahui oleh Kepala Desa dan 
secara kolektif juga akan diserahkan kepada Tim IP4T di 
Kabupaten. Masyarakat pemohonlah yang mengisi form 
itu lengkap dengan bukti dan riwayat penguasaan 
tanahnya. Pemerintah desa akan membuatkan sketsa 
desa berisi data indikatif penguasaan tanah di dalam 
kawasan hutan. Tim IP4T kemudian melakukan verifikasi 
dan pendataan lapangan. 

Berkaca dari kegiatan IP4T di Pandeglang dan Barito 
Selatan, alurnya tidaklah semulus itu. Di Pandeglang, 
masyarakat dapat mengisi sendiri formnya dan 
mengusulkannya secara kolektif kepada Tim IP4T. Di 
Barito Selatan, tidak ada kejadian itu. Sehingga memaksa 
Tim IP4T Barito Selatan untuk turun ke lapangan 
melakukan identifikasi sekaligus memverifikasi dan 
mendata data lapangan (membuatkan peta persil, dan 
lainnya). Hal ini membuat kerja ekstra bagi Tim IP4T 
Barito Selatan.

Bahkan di Barito Selatan, banyak masyarakat yang 
sekarang masih menggunakan kawasan hutan tidak mau 
diikutkan dalam proses IP4T. Hal itu karena didasar oleh 
ketakutan nantinya dia akan membayar pajak. Bagi 
masyarakat ini, ketakutan membayar pajak jauh lebih 
besar daripada ketakutan tidak adanya perlindungan 
hukum mengelola lahan di dalam kawasan hutan. Pada 
titik ini sosialisasi menjadi faktor krusial untuk 
menghindari kesalahpahaman seperti itu. Termasuk 
salah paham mengenai,bahwa IP4T ini adalah kegiatan 
bagi-bagi tanah. 

Komunal bukan individual. Dari data yang diverifikasi, 
satu hal yang menonjol adalah tidak adanya wilayah adat 
atau wilayah bersama yang diajukan dan diverifikasi 
dalam proses IP4T. Sebagai catatan, selain orang 
perorang, pemerintah dan badan sosial/keagaman, satu 
lagi pemohon dalam Perber 4 Menteri adalah 
masyarakat adat. Hampir semua wilayah yang diajukan 
adalah lahan persil individual. Bahkan di Barito Selatan 
yang mengenal SKTA - Surat Keterangan Tanah Adat (ada 
yang individual dan komunal) –hanya SKTA individual 
yang diajukan sebagai bukti penguasaan tanahnyadan 
bukan SKTA komunal. 

Nampaknya hal itu sangat dipengaruhi oleh corak dalam 
pelaksanaan IP4T sendiri yang condong pada 
mainstream Kantor Pertanahan yang cenderung 
mengurus pendaftaran tanah secara individual. 
Targetnya pun dihitung per persil (individual). Alokasi 
anggaran dan struktur anggarannya tidak menyesuaikan 
dengan kondisi kawasan hutan. Sehingga struktur 
anggaran yang biasanya dipakai di luar kawasan hutan 
diterapkan di dalam kawasan hutan.

Penentuan Lokasi Prioritas Proses Verifikasi dan Pendataan Lapangan
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Padahal Kemen-ATR/BPN sebenarnya memiliki 
yurisprudensi pendaftaran tanah untuk wilayah adat. 
Masyarakat Baduy didaftarkan tanahnya (dalam arti 
diukur batas luarnya) dan kemudian dicantumkan di 
dalam buku tanah, tanpa BPN mengeluarkan sertifikat. 
Sehingga pastinya Tim IP4T akan sangat fasih ketika 
berhadapan dengan fakta adanya wilayah bersama yang 
berada di lokasi prioritasnya.

Perlu dicatat juga, Kemen-ATR/BPN bahkan sudah 
menerbitkan Permen ATR/BPN No. 9 Tahun 2015 tentang 
Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah 
Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada 
dalam Kawasan Tertentu. Permen ATR/BPN ini tidak 
begitu mendapatkan sambutan yang hangat di kalangan 
pembela hak-hak masyarakat adat. Mungkin alasannya 
karena keliru dalam menempatkan pengertian hak 
ulayat dan beberapa masalah terkait drafting 
legislasinya. Tapi Kemen-ATR/BPN sendiri tetap lanjut 
dengan pelaksanaan Kemen-ATR ini  dengan 
memberikan sertifikat di Masyarakat Tengger. Proses 
sama dilakukan di Masyarakat Baduy di Lebak dan 
Kampung Naga di Tasikmalaya. 

Di samping semua perdebatan intelektual soal Permen 
ATR 9/2015 ini, Tim IP4T sebaiknya tidak menghindar dari 
permohonan yang berupa tanah bersama/komunal atau 
tanah ulayat. Dalam hal ini, daripada bersifat pasif, Tim 
IP4T juga perlu bersikap aktif dengan melakukan 
pengumpulan data penguasaan lahan yang dikelola 
secara adat atau komunal.

Penguasaan tanah secara komunal atau adat ini dapat 
dipakai sebagai usaha untuk menghindari ketakutan 
bahwa IP4T ini malah mempercepat peralihan hak jika 
diberikan secara individual. Asumsinya, jika dikuasai 
bersama, maka peralihan hak atas tanah ke pihak lain 
akan jauh lebih sulit, karena membutuhkan persetujuan 
bersama. Asumsi itu memang bisa jadi keliru jika tidak 
ditunjang dengan kesolidan masyarakat. Solid dalam arti 
ada kesamaan kepentingan di antara masyarakat sendiri 
dalam mengelola lahan dalam lanskap yang sama pada 
rentang waktu yang sama. Penguasaan secara individual 
juga tetap bisa memperlambat proses peralihan hak atas 
tanah jika masyarakatnya memiliki kesolidan seperti itu. 
Tentu saja kondisi idealnya adalah kesolidan masyarakat 
dan penguasaan lahan secara komunal.

Ketidakhadiran BPKH. Dalam bagian lain di tulisan ini 
disinggung soal BPKH yang belum mau terlibat dalam 
kerja Tim IP4T dengan alasan belum ada petunjuk 
pelaksanaan bersama (Juklakber). Sikap itu tertera, 
misalnya, dalam surat yang dikirimkan BPKH XI ke Kantor 
Pertanahan Pandeglang pada tanggal 3 Agustus 2015. 
Padahal saat itu Tim IP4T Pandeglang sedang dalam 
proses verifikasi permohonan ke Desa Ujungjaya, 
Pandeglang. Namun di Kabupaten lain (Barito Selatan, 
Lebak) penulis tidak mendengar kabar adanya surat 
demikian dari BPKH XI. 

Namun, ketidakhadiran BPKH ternyata tidak terlalu 
menjadi halangan bagi kerja tim IP4T. Tim tetap 
melakukan pendataan dan verifikasi permohonan yang 
diajukan oleh pemerintah. Mereka juga sedang 
menyusun rekomendasi untuk diajukan kepada bagian 
Planologi KLHK.

Dalam Perber 4 Menteri memang tidak diatur soal tata 
cara pengambilan keputusan di dalam internal Tim IP4T. 
Tidak ada ketentuan, misalnya, soal quorum untuk 
mengambil keputusan, konsekuensi ketidakhadiran dan 
lain sebagainya. Pada titik ini, Tim IP4T beberapa 
kabupaten yang tetap menjalankan tugasnya tanpa 
disertai BPKH sebenarnya tidak bertentangan dengan 
aturan Perber 4 Menteri. Dan itu sepertinya yang 
menyebabkan beberapa Tim IP4T tetap menyusun 
rekomendasi walaupun satu anggotanya tidak pernah 
hadir.

Dalam catatan penulis, hanya ada satu kabupaten yang 

sudah menyelesaikan rekomendasi Tim IP4T dan bahkan 

sudah menyerahkannya kepada Bagian Planologi di 

KLHK. Kabupaten itu adalah Kabupaten Muaro Jambi. 

Kabupaten lain yang sedang dalam proses penyusunan 

rekomendasi ini antara lain adalah Kabupaten 

Pandeglang, Lebak dan Barito Selatan. Dari beberapa kali 

komunikasi dengan Tim IP4T dari Lebak dan Barito 

Selatan, tampak bahwa fakta yang berhasi diverifikasi 

dari  lapangan memang menunjukkan adanya 

ketidaksesuaian peruntukan antara kawasan hutan dan 

kegiatan atau situasi yang seharusnya tidak ada di dalam 

kawasan hutan. Perhatikan tabel yang dihasilkan dari 

proses verifikasi dan pengumpulan data dari lapangan di 

Kecamatan Muncang, Kabupaten Lebak. Kecamatan 

Muncang ini merupakan wilayah prioritas IP4T di Lebak. 

Tampak bahwa yang dianggap kawasan hutan ternyata 

kenyataannya di lapangan berisi pemukiman. Dari 

riwayat perolehannya ternyata juga semuanya sudah 

lebih dari dua puluh tahun berada di dalam kawasan itu.

Data itu sebenarnya tidak mengejutkan. Data-data 
serupa akan ditemukan di seluruh wilayah yang ada 
kawasan hutannya. Ini konsekuensi dari proses 
pengukuhan kawasan hutan yang tidak dilaksanakan 
dengan baik. 

Namun dengan data yang terang benderang itu sendiri, 
masih banyak anggota IP4T yang tidak sepakat jika 
ujungnya adalah penegasan hak atas tanah atau 
pemberian hak berupa pendaftaran tanah. Ketakutan 

Penyusunan Rekomendasi Tim IP4T
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Umurnya baru satu tahun lebih sedikit namun Perber 4 
Menteri sudah membuka ruang-ruang yang dulunya sulit 
dibuka. Konflik penguasaan lahan di dalam kawasan 
hutan tidak lagi dimonopoli instansi kehutanan. Instansi 
di luar itu seperti Pertanahan dan Kementerian Dalam 
Negeri – sesuai kewenangannya – mempunyai peranan 
dalam proses penyelesaian konflik di dalam kawasan 
hutan. Instansi pertanahan sudah bisa memakai sistem 
identifikasi dan verifikasi hak atas tanah yang lebih detail 
itu di dalam kawasan hutan tanpa takut ada akibat 
hukum di belakangnya. Dikaitkan dalam konteks sejarah 
panjang pencarian solusi penyelesaian konflik di dalam 
kawasan hutan, ini capaian yang perlu diapresiasi. Tentu 
saja, sebagaimana diuraikan di atas, belum ada 
permohonan yang melewati semua tahapan yang diatur 
di dalam Perber 4 Menteri. Beberapa permohonan dari 
beberapa kabupaten baru berada pada tahap 
penyusunan rekomendasi dan pemberian rekomendasi 
kepada Bagian Planologi KLHK. Kita masih menunggu 
respon dari KLHK atas rekomendasi dari Tim IP4T.

Satu hal lagi yang perlu diapresiasi adalah 
sekarang kita memiliki data yang lebih 
detail tentang siapa, apa dan bagaimana 
m a s y a r a k a t  y a n g  m e n g u a s a i ,  
m e n g g u n a k a n ,  m e m i l i k i  d a n  
memanfaatkan  tanah di dalam kawasan 
hutan (terbatas pada kabupaten yang 
melaksanakan tahapan IP4T, tentu saja). 
Data seperti ini akan menjadi data penting 
ketika dikaitkan dengan pengembangan 
wilayah dan memastikan bahwa tidak ada 
perluasan baru dari masyarakat tersebut 
ke dalam kawasan hutan. Data itu sendiri 
resmi milik pemerintah, bukan milik satu 
atau beberapa instansi pemerintah. Ini 
modal besar untuk kedepannya yang 
tidak hanya akan dikaitkan dengan 
penegasan atau pemberian hak, tetapi 
juga rencana pengelolaan wilayah 
tersebut.  Sehingga perbincangannya 
tidak hanya dikerangkeng pada lepas atau 
tidak lepas dari kawasan hutan, diberikan 
sertifikat atau tidak, individual atau 
komunal. Tetapi juga membuka pintu 
pada banyak kemungkinan lain yang bisa 
jadi melewati perdebatan hak. 

Kesimpulan

Peta IP4T LebakDesa Sukanagara Kabupaten 

Pelaporan Tim IP4T Lebak Pasca Verifikasi Lapangan

bahwa itu berkonsekuensi pada pelepasan kawasan 
hutan telah mengaburkan pandangan sebagian anggota 
IP4T tanpa melihat bahwa bisa jadi problemnya adalah 
penunjukkan kawasan hutan yang keliru. 

Dari data itu pula sebenarnya sudah semakin disadari 
oleh para anggota Tim IP4T di Lebak dan juga Barito 
Selatan bahwa penyelesaiannya tidak bisa satu wajah. 
Tetapi beragam wajah. Rumah memang seharusnya 
dikeluarkan dari kawasan hutan, tetapi kebun dan tanah 
kosong mungkin perlu mendapatkan perlakuan yang 
berbeda. Misalnya tetap sebagai kawasan hutan dengan 
status dimiliki oleh masyarakat. Tapi ini juga harus 
melihat kondisi ekologisnya. Jika kondisi ekologisnya 
memang lebih cocok menjadi kawasan hutan (misalnya 
kondis inya sebagai  penyangga air ,  memil ik i  
keanekaragaman hayati tinggi), maka kawasan itu 
sewajarnya dihutankan kembali. Konsekuensinya negara 
perlu menyediakan perangkat ganti rugi dan kompensasi 
bagi penguasa dan/atau pengguna lahan yang terpaksa 
harus pindah dari kawasan tersebut. Model-model 
penyelesaian ini muncul karena anggota IP4T melihat 
dan mengumpulkan data lapangan, tidak hanya bergelut 
dengan pemikirannya sendiri.
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oleh mesin birokrasi pelaporan keuangan negara. 
Berhenti melakukannya, maka ada anggaran yang tidak 
dilaksanakan yang mengundang pertanyaan tidak hanya 
dari luar pemerintah, tetapi juga internal pemerintah dan 
pengawasan keuangan negara. Pada titik itu, sangat 
krusial untuk menyusun satu struktur keuangan (negara) 
yang menyesuaikan dengan tuntutan masalah dan 
kondisi sosial-ekonomi lapangannya. Kali ini, struktur 
anggaran yang dipakai adalah struktur yang biasa dipakai 
untuk mendaftarkan tanah di luar kawasan hutan. 
Kehilangan terbesar dari struktur anggaran ini adalah 
keraguan menghadapi sistem komunal atau adat atas 
lahan. 

Sebagai penutup di tengah euforia atas terbitnya 

peraturan-peraturan baru yang seperti memberikan 

harapan, apa yang terjadi pada Perber 4 Menteri 

mengingatkan bahwa peraturan itu hanya serangkaian 

kata. Baru berjalan ketika aparat dan budayanya tepat 

berkesesuian dengannya. Begitu ada ketidaksesuaianya, 

maka peraturan itu hanya indah dalam kata. Kita perlu 

menghindari lahirnya “penyakit-banyak-aturan” dengan 

memaksimalkan pelaksanaan peraturan yang ada di 

lapangan, membuka ruang pada inovasi pelaksanaan 

dan menginternalisasikannya ketika inovasi itu berjalan 

baik di lapangan, memusatkan perhatian pada 

perubahan iklim birokrasi dengan sistem insentif-

disinsentif yang ketat dan lain sebagainya. Ada banyak 

inovasi baik di lapangan, tapi tidak berjalan di lapangan 

karena bertentangan dengan peraturan. Padahal 

peraturan itu sendiri sudah tidak berkorespondensi 

dengan situasi sosial dan politik masyarakat. Dalam 

kontek penyelesaian konflik di dalam kawasan hutan 

yang komplek  dan berisi beragam aspek masalah, aspek 

keadilan dan kemanfaatan dari hukum perlu lebih 

diketengahkan daripada semata kepastian hukum. 

Tanpa itu, kita tidak akan bergerak kemana-mana.

11

Di samping dua apresiasi penting di atas, Perber 4 
Menteri lebih sering menghadapi kendala. Tidaklah 
mudah bagi Perber 4 Menteri ini untuk mencapai 
tujuannya. Bagaimanapun dia tidak terbit dan berlaku di 
wilayah (di-)kosong(-kan). Perber 4 Menteri berlaku di 
tengah sistem hukum pertanahan yang terbelah dengan 
norma dan pengaturan yang berbeda. Tantangan dan 
tentangan itu merentang dari sistem birokrasi yang ada, 
alokasi/penganggaran keuangan negara, kewenangan 
(atau ego sektoral) sampai ideologi. Ideologi mungkin 
kata yang terlalu kuat, tetapi bisa dipakai kata wacana 
yang merujuk pada satu sistem pemikiran tentang siapa 
dan bagaimana lahan/hutan dikelola (apakah negara 
menjadi satu-satu penguasa dan/atau pemilik? 
Bagaimana posisi masyarakat?). Kita masih bisa 
menemui kalangan pejabat di instansi kehutanan yang 
memaknai kawasan hutan sebagai hutan negara. 
Padahal undang-undang yang mengatur kehutanan 
justru tidak menyebutkan demikian. Hal yang sesimpel 
itu di lapangan dapat berbiak menjadi beragam 
argumentasi, dalih dan  mematenkan budaya birokrasi 
dan hukum yang sebenarnya bertentangan dengan isi 
aturannya.  

Ideologi atau sistem pemikiran itu memang tantangan 
utama, tetapi menghadapinya tidak akan bisa 
diselesaikan dalam jangka pendek dan sungguh tidaklah 
mudah mengubah pandangan satu orang apalagi ada 
kepentingan ekonomi-politik di belakangnya. Tantangan 
lain yang sebenarnya bisa diselesaikan (do-able) 
walaupun tetap akan membutuhkan waktu adalah 
mengubah sistem birokrasi terutama alokasi anggaran. 
Ini bukan perkara penyediaan anggaran. Tetapi lebih ke 
arah perubahan struktur anggaran dan fleksibilitasnya. 
Kalau lebih jujur, Tim IP4T yang dikomandani Kantor 
Pertanahan dengan susunan anggota yang timpang 
karena “ditinggal” BPKH itu sebenarnya jerih 
mengerjakan verifikasi permohonan masyarakat di 
dalam kawasan hutan. Tapi mereka mesti tetap 
melakukannya, dengan hasil apapun, karena didorong 

Pengambilan Titik Bidang Tanah dalam Proses IP4T di Pandeglang
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1. Pada tingkat nasional, kerja paralel dalam revisi

kebijakan terkait dengan penguasaan tanah di dalam

kawasan hutan perlu disegerakan. Perpres sebagai

pengganti Perber 4 Menteri bisa disegerakan

terbitnya dan pada saat yang sama petunjuk

pelaksanaan bersama mesti segera disusun untuk

menghindari kesalahpahaman di lapangan.

2. Perlu ada komunikasi intensif dengan Instansi

Keuangan dan Pengawas Keuangan tentang

penyusunan struktur anggaran yang lebih mengikuti

tuntutan lapangan daripada sekedar kejelasan

pelaporan. Misalnya menyusun anggaran multiyears

atau berkesinambungan mengingat penyelesaian

konflik bisa membutuhkan waktu yang lama.

3. Dalam hal teknis perpetaan, Instansi Kehutanan dan

Instansi Pertanahan-Tata Ruang perlu duduk

bersama untuk menyamakan referensi peta dan/atau

mengonsolidasikan peta-peta penggunaan lahan

d e m i  a d a n y a  s a t u  p e t a  y a n g  s a m a  a t a s

kawasan/lahan yang sama.

4. Dalam kebijakan perencaaan tata ruang, Kemen-

ATR/BPN harus segera memastikan layanan tata

ruang terintegrasi di daerah dan tidak hanya

konsentrasi pada pertanahan saja.
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5. Kemen-ATR/BPN perlu juga menyegerakan

pengaturan soal kawasan perdesaan yang

memungkinkan perbaikan perencaaan penggunaan

lahan di wilayah perdesaan.

6. Dalam konteks penyelesaian konflik, tidak hanya

kewenangan yang diberikan pada daerah, tetapi juga

anggaran dan ketersediaan sumber daya manusia

yang cukup.

7. Mendorong digunakannya peta dan pemetaan

partisipatif yang ada di dalam proses penyelesaian

penguasaan lahan di dalam kawasan hutan. Badan

Informasi Geospasial disarankan untuk menerima

peta dan sistem pemetaan partisipatif sebagai bagian

dalam penyediaan peta tematik resmi. KLHK, Kemen-

ATR/BPN dan Kemendagri dapat mempergunakan

peta partisipatif dan data sosial di belakangnya dalam

menyelesaian konflik, menegaskan hak atas lahan

dan bahkan menyelesaikan tata batas administrasi

dan memperkuat data dasar masyarakat pedesaan.

8. Di samping pendampingan pada pemerintah untuk

menelurkan satu kebijakan yang memihak, kelompok

masyarakat  s ip i l  per lu  juga memperkuat

pendampingannya pada kelompok-kelompok

masyarakat. Penyediaan data yang mendasar soal

penggunaan lahan dan menyusun perencanaan

bersama, termasuk penguatan sisi ekonominya,  atas

penggunaan lahan adalah beberapa kerja penting

yang perlu masif dikerjakan ke depan.
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perlindungan hukum atas hak-hak masyarakat dalam 

kawasan hutan yang menguasai tanah di kawasan hutan, 
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tanah dalam kawasan hutan; 
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Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011, putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 95/PUU-XII/2014, perlu diatur 

ketentuan mengenai penyelesaian penguasaan tanah 
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2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 

Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 2043); 

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 

Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 

Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENYELESAIAN 

PENGUASAAN TANAH DALAM KAWASAN HUTAN. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan: 

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah 

adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang 

kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia 

yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

2. Pihak adalah perorangan, instansi, badan 

sosial/keagamaan, masyarakat hukum adat yang 

menguasai dan memanfaatkan bidang tanah dalam 

kawasan hutan. 
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3. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa 

hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang 

didominasi pepohonan dalam persekutuan alam 

lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat 

dipisahkan. 

4. Hutan tetap adalah kawasan hutan yang dipertahankan 

keberadaannya sebagai kawasan hutan, terdiri dari 

hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi. 

5. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah 

yang tidak dibebani hak atas tanah. 

6. Hutan Hak adalah hutan yang berada pada tanah yang 

dibebani hak atas tanah 

7. Hutan Adat adalah hutan yang berada di wilayah 

masyarakat hukum adat. 

8. Penunjukan kawasan hutan adalah penetapan awal 

peruntukan suatu wilayah tertentu sebagai kawasan 

hutan. 

9. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan 

tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian 

pemanfaatan ruang. 

10. Hak Atas Tanah adalah hak sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 16 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 

tentang Peraturan Dasar Pokok- pokok Agraria. 

11. Resettlement adalah pemindahan penduduk dari kawasan 

hutan ke luar kawasan hutan.  

12. Perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan hutan 

lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara 

atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh 

masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat 

sebagai pelaku utama untuk meningkatkan 

kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan 

dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, 

Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan 

Adat dan Kemitraan Kehutanan. 
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BAB II 

PENGUASAAN DAN PEMANFAATAN TANAH DALAM 

KAWASAN HUTAN 

 

Pasal 2 

Pemerintah melakukan penyelesaian penguasaan tanah dalam 

kawasan hutan yang dikuasai dan dimanfaatkan oleh Pihak. 

 

Pasal 3 

(1) Kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

merupakan kawasan hutan pada tahap penunjukan 

kawasan hutan. 

(2) Kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi kawasan hutan dengan fungsi pokok: 

a. hutan konservasi; 

b. hutan lindung; dan 

c. hutan produksi. 

 

Pasal 4 

(1) Penguasaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

harus memenuhi kriteria: 

a. bidang tanah telah dikuasai oleh Pihak secara fisik 

dengan itikad baik dan secara terbuka; 

b. bidang tanah tidak diganggu gugat; dan 

c. bidang tanah diakui dan dibenarkan oleh 

masyarakat hukum adat atau kepala 

desa/kelurahan yang bersangkutan serta diperkuat 

oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya. 

(2) Penguasaan tanah dalam kawasan hutan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas: 

a. bidang tanah yang telah dikuasai dan dimanfaatkan 

dan/atau telah diberikan hak di atasnya sebelum 

bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai kawasan 

hutan; atau 

b. bidang tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan 

setelah bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai 

kawasan hutan. 
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Pasal 5 

(1) Penguasaan tanah dalam kawasan hutan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 dikuasai dan dimanfaatkan 

untuk: 

a. permukiman;  

b. fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial;  

c. lahan garapan; dan/atau 

d. hutan yang dikelola masyarakat hukum adat. 

(2) Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

a merupakan bagian di dalam kawasan hutan yang 

dimanfaatkan sebagai lingkungan tempat tinggal atau 

lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang 

mendukung penghidupan masyarakat serta masyarakat 

adat. 

(3) Fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan fasilitas di 

dalam kawasan hutan yang digunakan oleh masyarakat 

untuk kepentingan umum. 

(4) Lahan garapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf c merupakan bidang tanah di dalam kawasan 

hutan yang dikerjakan dan dimanfaatkan oleh seseorang 

atau sekelompok orang yang dapat berupa sawah, 

ladang, kebun campuran dan/atau tambak.  

(5) Hutan yang dikelola masyarakat hukum adat 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan 

Hutan Adat yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

Pasal 6 

(1) Pihak sebagaimana dalam Pasal 2 meliputi: 

a. perorangan; 

b. instansi; 

c. badan sosial/keagamaan; 

d. masyarakat hukum adat. 

(2) Perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

harus memiliki identitas kependudukan; 

www.peraturan.go.id



2017, No.196 -6- 

(3) Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

merupakan instansi pemerintah pusat atau instansi 

pemerintah daerah. 

(4) Badan sosial/keagamaan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf c harus terdaftar sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

(5) Masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf d keberadaannya ditetapkan dengan 

Peraturan Daerah dan memiliki bukti penguasaan tanah. 

 

BAB III 

POLA PENYELESAIAN PENGUASAAN DAN PEMANFAATAN 

TANAH DALAM KAWASAN HUTAN 

 

Pasal 7 

Pola penyelesaian untuk bidang tanah yang telah dikuasai 

dan dimanfaatkan dan/atau telah diberikan hak di atasnya 

sebelum bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai kawasan 

hutan dilakukan dengan mengeluarkan bidang tanah dari 

dalam kawasan hutan melalui perubahan batas kawasan 

hutan. 

 

Pasal 8 

(1) Pola penyelesaian untuk bidang tanah yang dikuasai dan 

dimanfaatkan setelah bidang tanah tersebut ditunjuk 

sebagai kawasan hutan berupa: 

a. mengeluarkan bidang tanah dalam kawasan hutan 

melalui perubahan batas kawasan hutan; 

b. tukar menukar kawasan hutan; 

c. memberikan akses pengelolaan hutan melalui 

program perhutanan sosial; atau 

d. melakukan resettlement. 

(2) Pola penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

memperhitungkan: 

a. luas kawasan hutan yang harus dipertahankan 

minimal 30% (tiga puluh perseratus) dari luas 

daerah aliran sungai, pulau, dan/atau provinsi; dan 
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b. fungsi pokok kawasan hutan. 

 

Pasal 9 

(1) Pola penyelesaian untuk bidang tanah yang dikuasai dan 

dimanfaatkan setelah bidang tanah tersebut ditunjuk 

sebagai kawasan hutan dengan fungsi konservasi 

dilakukan melalui resettlement. 

(2) Pola penyelesaian pada kawasan hutan dengan fungsi 

konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa 

memperhitungkan luas kawasan hutan dari luas daerah 

aliran sungai, pulau, dan/atau provinsi. 

 

Pasal 10 

Pola penyelesaian untuk bidang tanah yang dikuasai dan 

dimanfaatkan yang berada pada wilayah yang telah ditunjuk 

sebagai kawasan hutan dengan fungsi lindung pada provinsi 

dengan luas kawasan hutan sama dengan atau kurang dari 

30% (tiga puluh perseratus) dari luas daerah aliran sungai, 

pulau, dan/atau provinsi: 

a. dalam hal bidang tanah tersebut digunakan untuk 

permukiman, fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial 

dan memenuhi kriteria sebagai hutan lindung dilakukan 

melalui resettlement;  

b. dalam hal bidang tanah tersebut digunakan untuk 

permukiman, fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial 

dan tidak memenuhi kriteria sebagai hutan lindung 

dilakukan melalui tukar menukar kawasan hutan sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 

c. dalam hal bidang tanah tersebut digunakan untuk lahan 

garapan dilakukan dengan memberikan akses 

pengelolaan hutan melalui program perhutanan sosial. 

 

Pasal 11 

(1) Pola penyelesaian untuk bidang tanah yang dikuasai dan 

dimanfaatkan yang berada pada wilayah yang telah 

ditunjuk sebagai kawasan hutan dengan fungsi lindung 

pada provinsi dengan luas kawasan hutan lebih dari 30% 
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(tiga puluh perseratus) dari luas daerah aliran sungai, 

pulau, dan/atau provinsi: 

a. dalam hal bidang tanah tersebut digunakan untuk 

permukiman, fasilitas umum dan/atau fasilitas 

sosial dan memenuhi kriteria sebagai hutan lindung 

dilakukan melalui resettlement;  

b. dalam hal bidang tanah tersebut digunakan untuk 

permukiman, fasilitas umum dan/atau fasilitas 

sosial dan tidak memenuhi kriteria sebagai hutan 

lindung dilakukan dengan mengeluarkan bidang 

tanah dari dalam kawasan hutan melalui perubahan 

batas kawasan hutan; 

c. dalam hal bidang tanah tersebut digunakan untuk 

lahan garapan dan telah dikuasai lebih dari 20 (dua 

puluh) tahun secara berturut-turut dilakukan 

dengan mengeluarkan bidang tanah dari dalam 

kawasan hutan melalui perubahan batas kawasan 

hutan;  

d. dalam hal bidang tanah tersebut digunakan untuk 

lahan garapan dan telah dikuasai kurang dari 20 

(dua puluh) tahun secara berturut-turut dilakukan 

dengan memberikan akses pengelolaan hutan 

melalui program perhutanan sosial.  

(2) Perubahan batas kawasan hutan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf c, harus berada dalam sumber tanah 

obyek reforma agraria dari kawasan hutan. 

 

Pasal 12 

Pola penyelesaian untuk bidang tanah yang dikuasai dan 

dimanfaatkan setelah bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai 

kawasan hutan dengan fungsi produksi pada provinsi yang 

memiliki luas kawasan hutan sama dengan atau kurang dari 

30% (tiga puluh perseratus) dari luas daerah aliran sungai, 

pulau, dan/atau provinsi: 

a. dalam hal bidang tanah tersebut digunakan untuk 

permukiman, fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial 

dilakukan melalui tukar menukar kawasan hutan sesuai 
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ketentuan peraturan perundang-undangan atau 

resettlement; 

b. dalam hal bidang tanah tersebut digunakan untuk lahan 

garapan dilakukan dengan memberikan akses 

pengelolaan hutan melalui program perhutanan sosial. 

 

Pasal 13 

(1) Pola penyelesaian untuk bidang tanah yang dikuasai dan 

dimanfaatkan setelah bidang tanah tersebut ditunjuk 

sebagai kawasan hutan dengan fungsi produksi pada 

provinsi yang memiliki luas kawasan hutan lebih dari 

30% (tiga puluh perseratus) dari luas daerah aliran 

sungai, pulau, dan/atau provinsi: 

a. dalam hal bidang tanah tersebut digunakan untuk 

permukiman, fasilitas umum dan/atau fasilitas 

sosial dilakukan dengan mengeluarkan bidang tanah 

dari dalam kawasan hutan melalui perubahan batas 

kawasan hutan; 

b. dalam hal bidang tanah tersebut digunakan untuk 

lahan garapan dan telah dikuasai lebih dari 20 (dua 

puluh) tahun secara berturut-turut dilakukan 

dengan mengeluarkan bidang tanah dari dalam 

kawasan hutan melalui perubahan batas kawasan 

hutan;  

c. dalam hal bidang tanah tersebut digunakan untuk 

lahan garapan dan telah dikuasai kurang dari 20 

(dua puluh) tahun secara berturut-turut dilakukan 

dengan memberikan akses pengelolaan hutan 

melalui program perhutanan sosial. 

(2) Perubahan batas kawasan hutan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf b, harus berada dalam sumber tanah 

obyek reforma agraria dari kawasan hutan. 
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BAB IV 

TIM PERCEPATAN PENYELESAIAN PENGUASAAN TANAH 

DALAM KAWASAN HUTAN 

 

Pasal 14 

(1) Dalam rangka penyelesaian penguasaan tanah dalam 

kawasan hutan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2, dibentuk Tim Percepatan Penyelesaian 

Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan yang 

selanjutnya disebut Tim Percepatan PPTKH. 

(2) Tim Percepatan PPTKH sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) mempunyai tugas: 

a. melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan 

penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan 

hutan; 

b. menetapkan langkah-langkah dan kebijakan dalam 

rangka penyelesaian permasalahan dan hambatan 

dalam pelaksanaan penyelesaian penguasaan tanah 

dalam kawasan hutan; 

c. menetapkan luas maksimum bidang tanah yang 

dapat dilakukan penyelesaian penguasaan tanah 

dalam kawasan hutan; 

d. menetapkan mekanisme Resettlement; 

e. melakukan pengawasan dan pengendalian 

pelaksanaan penyelesaian penguasaan tanah dalam 

kawasan hutan; dan 

f. melakukan fasilitasi penyediaan anggaran dalam 

pelaksanaan penyelesaian penguasaan tanah dalam 

kawasan hutan. 

(3) Susunan keanggotaan Tim Percepatan PPTKH 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: 

a. Ketua :  Menteri Koordinator Bidang 

Perekonomian;  

b. Anggota : 1. Menteri Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan; 

2. Menteri Agraria dan Tata Ruang/ 

Kepala Badan Pertanahan Nasional; 

3. Menteri Dalam Negeri; 
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4. Sekretaris Kabinet;  

5. Kepala Staf Kepresidenan. 

(4) Tim Percepatan PPTKH sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) secara administratif berkedudukan di Kementerian 

Koordinator Bidang Perekonomian. 

(5) Tim Percepatan PPTKH dalam pelaksanaan tugasnya 

dibantu oleh Tim Pelaksana PPTKH. 

 

Pasal 15 

(1) Tim Pelaksana PPTKH sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 14 ayat (5) mempunyai tugas: 

a. melakukan koordinasi teknis pelaksanaan 

penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan 

hutan; 

b. menyusun langkah-langkah yang diperlukan dalam 

rangka pelaksanaan penyelesaian penguasaan tanah 

dalam kawasan hutan; 

c. membantu Tim Percepatan PPTKH dalam 

pelaksanaan pengawasan dan pengendalian 

pelaksanaan penyelesaian penguasaan tanah dalam 

kawasan hutan; 

d. menyusun dan menyampaikan rekomendasi atas 

penyelesaian hambatan dalam pelaksanaan 

penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan 

hutan kepada Tim Percepatan PPTKH. 

(2) Susunan keanggotaan Tim Pelaksana PPTKH 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: 

a. Ketua :  Deputi Bidang Koordinasi 

Pengelolaan Energi, Sumber Daya 
Alam, dan Lingkungan Hidup, 

Kementerian Koordinator Bidang 
Perekonomian; 

b. Wakil Ketua  : Deputi Bidang Koordinasi Percepatan 

Infrastruktur dan Pengembangan 
Wilayah, Kementerian Koordinator 

Bidang Perekonomian; 

c. Anggota : 1. Direktur Jenderal Planologi 

Kehutanan dan Tata 
Lingkungan, Kementerian 
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Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan; 

2. Direktur Jenderal Konservasi 

Sumber Daya Alam dan 

Ekosistem, Kementerian 

Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan; 

3. Direktur Jenderal Pengendalian 

Daerah Aliran Sungai dan 

Hutan Lindung, Kementerian 

Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan; 

4. Direktur Jenderal Pengelolaan 

Hutan Produksi Lestari, 

Kementerian Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan; 

5. Direktur Jenderal Penegakan 

Hukum, Kementerian 

Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan; 

6. Direktur Jenderal Tata Ruang, 

Kementerian Agraria dan Tata 

Ruang/Badan Pertanahan 

Nasional; 

7. Direktur Jenderal Penataan 

Agraria, Kementerian Agraria 

dan Tata Ruang/Badan 

Pertanahan Nasional; 

8. Direktur Jenderal Bina 

Administrasi Kewilayahan, 

Kementerian Dalam Negeri; 

9. Direktur Jenderal Bina 

Pemerintahan Desa, 

Kementerian Dalam Negeri; 

10. Deputi Bidang Perekonomian, 

Sekretariat Kabinet; 

11. Deputi Bidang Kajian dan 

Pengelolaan Isu-Isu Sosial, 

Ekologi, dan Budaya Strategis, 

Kantor Staf Kepresidenan; 

12. Deputi Bidang Informasi 

Geospasial Tematik, Badan 

Informasi Geospasial; 
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d. Sekretaris : Staf Ahli Bidang Hubungan 

Ekonomi dan Kemaritiman, 
Kementerian Koordinator Bidang 
Perekonomian; 

e. Wakil Sekretaris : Staf Ahli Bidang Hubungan  

     Ekonomi dan Politik, Hukum, 

     dan Keamanan, Kementerian 

     Koordinator Bidang   

     Perekonomian. 

(3) Tim Pelaksana PPTKH dalam pelaksanaan tugasnya 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh 

kelompok kerja. 

(4) Pembentukan kelompok kerja sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) ditetapkan oleh Ketua Tim Percepatan 

PPTKH. 

 

Pasal 16 

Tim Percepatan PPTKH dalam pelaksanaan tugasnya 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dapat 

melibatkan, bekerjasama, dan/atau berkoordinasi dengan 

kementerian/lembaga, pemerintah daerah, akademisi, 

dan/atau pemangku kepentingan.  

 

Pasal 17 

Ketua Tim Percepatan PPTKH menyampaikan laporan dan 

perkembangan pelaksanaan penyelesaian penguasaan tanah 

dalam kawasan hutan kepada Presiden secara berkala setiap 

6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu diperlukan. 

 

Pasal 18 

(1) Dalam rangka melakukan inventarisasi dan verifikasi 

penguasaan tanah dalam kawasan hutan, Gubernur 

membentuk Tim Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan 

Tanah dalam Kawasan Hutan yang selanjutnya disebut 

Tim Inver PTKH. 

(2) Gubernur melaporkan pelaksanaan tugas Tim Inver 

PTKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Ketua 
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Tim Percepatan PPTKH secara berkala setiap 3 (tiga) 

bulan atau sewaktu-waktu diperlukan. 

 

Pasal 19 

(1) Tim Inver PTKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 

ayat (1) mempunyai tugas: 

a. menerima pendaftaran permohonan inventarisasi 

dan verifikasi secara kolektif yang diajukan melalui 

bupati/walikota; 

b. melaksanakan pendataan lapangan; 

c. melakukan analisis: 

1. data fisik dan data yuridis bidang-bidang tanah 

yang berada di dalam kawasan hutan dan/atau 

2. lingkungan hidup; dan 

d. merumuskan rekomendasi berdasarkan hasil 

analisis dan menyampaikannya kepada gubernur. 

(2) Susunan keanggotaan Tim Inver PTKH sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : 

a. Ketua : Kepala Dinas Provinsi yang 

menyelenggarakan urusan di bidang 

kehutanan,  

b. Sekretaris : Kepala Kantor Wilayah Badan 

Pertanahan Nasional,   

c. Anggota : 1. Kepala Dinas Provinsi dan 

Kabupaten/Kota yang  

menyelenggarakan urusan di bidang 

penataan ruang;   

2. Kepala Badan Provinsi yang 

menyelenggarakan urusan dibidang 

Lingkungan Hidup; 

3. Kepala Balai Pemantapan Kawasan 

Hutan;  

4. Kepala Balai yang membidangi 

urusan perhutanan sosial; 

5. Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan 

setempat; 

6. Kepala Kantor Pertanahan 

Kabupaten/Kota;  
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7. Camat setempat atau pejabat 

kecamatan; serta  

8. Lurah/Kepala desa setempat atau 

sebutan lain yang disamakan dengan 

itu. 

(3) Pedoman pelaksanaan tugas Tim Inver PTKH diatur 

dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang 

Perekonomian selaku Ketua Tim Percepatan PPTKH. 

 

BAB V 

PROSEDUR PENYELESAIAN PENGUASAAN TANAH 

DALAM KAWASAN HUTAN 

 

Pasal 20 

Prosedur Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan 

Hutan dilakukan berdasarkan tahapan: 

a. inventarisasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan; 

b. verifikasi penguasaan tanah dan penyampaian 

rekomendasi; 

c. penetapan pola penyelesaian penguasaan dan 

pemanfaatan tanah dalam kawasan hutan; 

d. penerbitan keputusan penyelesaian penguasaan dan 

pemanfaatan tanah dalam kawasan hutan; dan 

e. penerbitan sertipikat hak atas tanah. 

 

Pasal 21 

(1) Tim Inver PTKH melakukan inventarisasi penguasaan 

tanah dalam kawasan hutan berdasarkan pendaftaran 

permohonan inventarisasi dan verifikasi yang diajukan 

oleh Pihak melalui bupati/walikota. 

(2) Inventarisasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan 

pendataan penguasaan, pemilikan, penggunaan, atau 

pemanfaatan tanah. 

(3) Pelaksanaan kegiatan Inventarisasi dan Verifikasi 

Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan meliputi 

satuan wilayah administrasi Kabupaten/Kota. 
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(4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali untuk setiap satuan 

wilayah. 

 

Pasal 22 

(1) Tim Inver PTKH melakukan verifikasi penguasaan tanah 

berdasarkan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 21 ayat (1) dengan memanfaatkan sistem 

informasi geografis. 

(2) Verifikasi penguasaan tanah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan: 

a. pelaksanaan analisis data fisik dan data yuridis 

bidang-bidang tanah yang berada di dalam Kawasan 

Hutan, serta analisis lingkungan hidup; 

b. pelaksanaan verifikasi lapangan jika diperlukan; 

c. perumusan rekomendasi Penyelesaian Penguasaan 

Tanah dalam Kawasan Hutan berdasarkan hasil 

analisis; dan 

d. penyampaian rekomendasi Penyelesaian Penguasaan 

Tanah dalam Kawasan Hutan kepada gubernur 

dengan melampirkan:  

1. Peta Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan 

Pemanfaatan Tanah dalam Kawasan Hutan 

(P4TKH) Non Kadastral; 

2. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang 

Tanah (SP2FBT) yang ditandatangani oleh 

masing-masing pemohon;  

3. salinan bukti-bukti penguasaan tanah lainnya; 

4. Pakta Integritas Tim Inver PTKH; dan 

5. usulan pola penyelesaian penguasaan tanah 

dalam kawasan hutan. 

 

Pasal 23 

Pelaksanaan Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah 

dalam Kawasan Hutan setiap satuan wilayah diselesaikan 

dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak 

permohonan dinyatakan lengkap. 
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Pasal 24 

(1) Gubernur menyampaikan rekomendasi Penyelesaian 

Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan kepada 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua 

Tim Percepatan PPTKH dan tembusan kepada Menteri 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan paling lambat 7 

(tujuh) hari kerja sejak diterimanya laporan dan 

rekomendasi dari Tim Inver PTKH sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 22 ayat (2) huruf d. 

(2) Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua 

Tim Percepatan PPTKH melakukan koordinasi dan 

sinkronisasi pelaksanaan Penyelesaian Penguasaan 

Tanah dalam Kawasan Hutan.  

(3) Hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan 

Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghasilkan 

pertimbangan penyelesaian penguasaan tanah yang 

berada di dalam kawasan hutan untuk ditindaklanjuti 

oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 

(4) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3), Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

memutuskan penyelesaian penguasaan tanah dalam 

kawasan hutan untuk dapat diproses lebih lanjut atau 

ditolak.  

(5) Mekanisme pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi 

pelaksanaan Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam 

Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

diatur dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang 

Perekonomian selaku Ketua Tim Percepatan PPTKH. 

 

Pasal 25 

(1) Dalam hal keputusan penyelesaian untuk bidang tanah 

yang dikuasai dan dimanfaatkan berupa tukar menukar 

kawasan hutan atau resettlement atau pemberian akses 

pengelolaan hutan melalui program perhutanan sosial, 

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
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menyelesaikan sesuai dengan ketentuan Peraturan 

Perundang-undangan.  

(2) Biaya pelaksanaan tukar menukar kawasan hutan atau 

resettlement, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

menjadi tanggungjawab pemerintah daerah.  

(3) Dalam hal keputusan penyelesaian bidang tanah yang 

dikuasai dan dimanfaatkan berupa pengeluaran bidang 

tanah dalam kawasan hutan dengan perubahan batas 

Kawasan Hutan, Menteri Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan menerbitkan surat keputusan perubahan 

batas kawasan hutan setelah dilakukan penataan batas 

sesuai peraturan perundang-undangan.  

 

Pasal 26 

Keputusan perubahan batas kawasan hutan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) disampaikan kepada Tim 

Percepatan PPTKH, gubernur, Tim Inver PTKH, dan 

bupati/walikota terkait. 

 

Pasal 27 

(1) Berdasarkan keputusan penyelesaian penguasaan tanah 

dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 25, bupati/walikota mengumumkan kepada Pihak 

paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak 

diterimanya keputusan perubahan batas kawasan hutan. 

(2) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

mengajukan keberatan kepada Menteri Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan atas keputusan penyelesaian 

penguasaan tanah dalam kawasan hutan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 25.  

(3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) disampaikan melalui bupati/walikota. 

(4) Waktu pengajuan keberatan terhadap keputusan pola 

penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 30 (tiga 

puluh) hari sejak diumumkannya keputusan 

penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan. 
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(5) Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat 

menerima atau menolak keberatan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2). 

(6) Dalam hal keberatan diterima, Menteri Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan menyampaikan kepada gubernur 

untuk melakukan verifikasi ulang. 

 

Pasal 28 

(1) Keputusan perubahan batas kawasan hutan yang 

ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat 

(3) sebagai dasar penerbitan sertipikat hak atas tanah 

yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-

undangan. 

(2) Penerbitan sertipikat hak atas tanah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan 

penataan melalui konsolidasi tanah. 

 

Pasal 29 

(1) Pihak yang menerima hak atas tanah yang telah 

diterbitkan sertipikatnya sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 28 ayat (1) dilarang: 

a. menelantarkan tanah; 

b. mengalihkan hak atas tanahnya dalam jangka waktu 

10 (sepuluh) tahun; dan/atau 

c. mengalih fungsikan tanahnya. 

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

dan huruf c dikecualikan untuk pemanfaatan lahan bagi 

pembangunan strategis nasional di bidang infrastruktur, 

energi, pangan, dan pertahanan keamanan. 

(3) Dalam hal penerima hak atas tanah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu kurang dari 

10 (sepuluh) tahun tidak lagi dapat memanfaatkan 

tanahnya, tanah menjadi tanah yang dikuasai negara. 

(4) Dalam hal penerima hak atas tanah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, tanah dapat 

beralih menjadi hak milik ahli warisnya. 
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(5) Tanah yang diwariskan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(4) tidak dapat dipecah hak atas tanahnya. 

 

Pasal 30 

Selama prosedur Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam 

Kawasan Hutan tengah dilakukan berdasarkan tahapan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20: 

a. masyarakat tidak melakukan pendudukan tanah baru 

dan/atau melakukan perbuatan yang dapat menganggu 

pelaksanaan Penyelesaian Penguasaan Tanah di dalam 

Kawasan Hutan; 

b. instansi pemerintah tidak melakukan pengusiran, 

penangkapan, penutupan akses terhadap tanah, 

dan/atau perbuatan yang dapat menganggu pelaksanaan 

penyelesaian penguasaan tanah di dalam kawasan 

hutan. 

 

BAB VI 

INTEGRASI PERUBAHAN BATAS KAWASAN HUTAN NEGARA 

DALAM RENCANA TATA RUANG WILAYAH 

 

Pasal 31 

(1) Perubahan batas kawasan hutan negara sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 dapat dilaksanakan 

sebelum ditetapkannya perubahan rencana tata ruang. 

(2) Keputusan perubahan batas kawasan hutan negara 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) 

diintegrasikan ke dalam perubahan rencana tata tuang.  

(3) Sebelum perubahan rencana tata ruang ditetapkan 

berdasarkan perubahan batas kawasan hutan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberian tanda 

bukti hak dan izin pemanfaatan ruang dapat 

dilaksanakan sesuai arahan peruntukan pemanfaatan 

ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1). 

 

 

 

www.peraturan.go.id



2017, No.196 
-21- 

BAB VII 

RENCANA AKSI 

 

Pasal 32 

(1) Dalam rangka penyelesaian penguasaan tanah dalam 

kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, 

disusun Rencana Aksi penyelesaian penguasaan tanah 

dalam kawasan hutan. 

(2) Rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang 

Perekonomian selaku Ketua Tim Percepatan PPTKH. 

 

BAB VIII 

PEMBIAYAAN 

 

Pasal 33 

Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan penyelesaian 

penguasaan tanah dalam kawasan hutan sebagaimana diatur 

dalam Peraturan Presiden ini, dibebankan pada: 

a. anggaran pendapatan dan belanja negara; 

b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau 

c. sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

BAB IX 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 34 

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semua 

kegiatan inventarisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan 

dan pemanfaatan tanah dalam kawasan hutan yang telah 

dilakukan tetap dilanjutkan sesuai dengan ketentuan dalam 

Peraturan Presiden ini. 

 

Pasal 35 

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya 

dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 

    

  

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 6 September 2017 

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd. 

 

JOKO WIDODO 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 11 September 2017 

 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd. 

 

YASONNA H. LAOLY 
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Lampiran

Data Dasar Pertanahan Desa Ngandagan,
Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo1

2010

1. Metode Sensus

Pada tanggal 4 hingga 14 Juli 2010 dilakukan sensus
atas Rumah Tangga (RT) Desa Ngandagan. Informasi yang
diperoleh melalui sensus adalah tentang penguasaan dan
pemilikan tanah. Semula acuan sensus adalah Kepala Kelu-
arga (KK), namun mengingat satuan ekonomi pertanian
yang asumsinya didasarkan pada penguasaan tanah dan
penguasaan itu belum tentu telah dibagikan ke dalam

1 Pelaksanaan sensus dikoordinasi oleh Ahmad Nashih Luthfi
dengan melibatkan enam petugas enumerator, yakni bernama Dian
Andika Winda, Wakhid Santoso, Adhesty Septana Noer, Wulandari,
Winda Artista Harimurti (Fakultas Ilmu Budaya UGM). Penyusunan
kuesioner dikoordinasi oleh Moh. Shohibuddin dan Muhammad Yusuf (Sa-
jogyo Institute), dan pengolah data adalah Donny Sitepu (Statistika IPB).
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keluarga-keluarga, maka diputuskan menggunakan satuan
Rumah Tangga (RT). Hal ini untuk menghindari pendataan
ganda atas pemilikan dan penguasaan tanah. Rumah Tang-
ga adalah satuan ekonomi, sedangkan Kepala Keluarga
adalah satuan hubungan perkawinan.

Semula tim melakukan sensus berdasarkan daftar KK
(C-1) yang diperoleh dari kelurahan. Mempertimbangkan
hal di atas dan kemungkinan adanya RT yang tidak me-
miliki bukti KK (C-1), maka tim mendatangi langsung rumah
ke rumah warga. Ada beberapa RT yang menolak diwa-
wancarai atau tidak dapat diwawancarai sebab sedang ber-
ada di luar kota (merantau).

Tabel daftar Kepala Keluarga dan Rumah Tangga beri-
kut menunjukkan bahwa dari 276 Kepala Keluarga (257 +
19) terdapat 261 Rumah Tangga. Dari 261 RT ini yang dapat
disensus adalah 248 RT. Sensus hanya berhasil dilakukan
terhadap 95,01% rumah tangga dari jumlah keseluruhan
yang ada di desa Ngandagan.

RT/RW

Jumlah RT
yang ber C-

1

KK yang
Tinggal dalam

satu RT

RT dan KK
yang tidak

Dapat/menolak
Disensus

RT yang tidak
ber-C1 dan

Dapat
Disensus

Total RT Yang
Disensus

RT 01/1 46 4 1 5 46

RT 02/1 50 2 6 5 49

RT 01/2 50 3 3 2 46

RT 02/2 51 1 1 0 49

RT 03/2 29 1 0 1 29

RT 04/2 31 1 8 7 29

Jumlah 257 12 19 16 248
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2. Olah Data

Pada pengolahan data ini, data yang digunakan adalah
data seluruh responden yang berada di Desa Ngandagan yang
terdiri dari dua dusun, yaitu Krajan dan Karang Turi. Total
Seluruh responden ada 248 Kepala Keluarga sesuai penomoran
yang diberikan pada kuisioner. Hanya saja kuisioner yang
berhasil diolah adalah 247, satu bundel data no urut 008 tidak
berhasil diolah. Sensus dilaksanakan pada bulan Juli 2010.
Hasil Pengolahan datanya adalah sebagai berikut:

1. Hasil Penelusuran Profil Warga Desa Ngandagan
1.1. Agama dan kepercayaan

Berdasarkan hasil diatas, masyarakat Desa Ngandagan
mayoritas beragama Islam (79%), selanjutnya sebanyak 20%
masyarakat menganut agama Kristen Katolik, disusul
dengan Kristen Protestan sebesar 1%. Terdapat ada 2 warga
masyarakatnya yang memiliki aliran kepercayaan saksi
yehuah (Yahudi). Pekerjan utama kedua warga tersebut
adalah pelukis yang hidup berdua dengan istrinya dengan
aliran kepercayaan yang sama.

20%
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1.2. Keragaman Suku-etnis

Suku masyarakat Desa Ngandagan sebanyak 99%-nya
merupakan suku Jawa, 1%-nya yaitu sebanyak 6 orang
adalah Sunda dan sisanya merupakan suku lain.

1.3. Tingkat pendidikan

Dari diagram batang di atas dapat dilihat bahwa
mayoritas masyarakat desa ngandagan lulusan SD, yaitu
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sebanyak 244 orang. Untuk masyarakat yang lulus SMA
cukup banyak yaitu 156 orang. Untuk lulusan D3 dan S1
menempati urutan terakhir yaitu hanya 34 orang. Hal ini
mengindikasikan pendidikan masyarakat desa Ngandagan
masih tertinggal, namun untuk taraf pendidikan
masyarakat desa ini sudah cukup baik karena banyak juga
penduduknya yang lulus SMP dan SMA.

1.4. Pekerjaan utama

Dari diagram batang di atas ternyata yang mendo-
minasi adalah bidang pekerjaan lainnya. Setelah
ditelusuri ternyata lainnya di sini didominasi oleh pelajar,
sehingga sulit melihat proporsi pekerjaan utama warga
desa ngandagan. Berangkat dari sini, maka dilakukan
analisa pekerjaan utama dari Kepala Rumah Tangganya,
dengan hasil sebagai berikut:
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Dari hasil diatas terlihat bahwa bidang pekerjaan
“lain-lain” masih tetap mendominasi. Kategori “lain-
lain” di sini cukup beragam, di antaranya sebagai
pedagang, petani tegalan, pengasuh, dan banyak yang
tidak ada keterangan. Namun dari hasil di atas Kepala
Keluarga yang berprofesi sebagai petani (kulian dan
buruhan) cukup banyak. Sehingga yang menarik
selanjutnya melihat hasil proporsi antara Kepala
Keluarga yang berprofesi sebagai Petani dan Non-Petani.
Hasilnya adalah sebagai berikut:
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Dari diagram di atas dapat dilihat Kepala Keluarga
warga desa Ngandagan yang berprofesi sebagai petani
(petani kulian, petani buruhan, petani sewa tanah,
maupun buruh tani) lebih banyak daripada yang bukan
berprofesi sebagai petani. Jumlah Kepala Keluarga yang
berprofesi sebagai petani ada 129 orang yakni 53% dari
keseluruhan kepala keluarga di desa Ngandagan. Artinya
mata pencaharian penduduk desa Ngandagan masih
tetap bergantung dari pertanian.

1.5. Penduduk asli dan pendatang
Proporsi ini didasarkan pada asumsi bahwa

penduduk dikatakan pendatang jika berdomisili di desa
Ngandagan dari tahun 2000 ke atas. Proporsinya adalah
sebagai berikut:
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Ternyata penduduk pendatang hanya 7% dari
keseluruhan penduduk yang ada di Desa Ngandagan
yaitu sebanyak 18 orang sejak tahun 2000. Jika kategori
penduduk pendatang dihitung dari penduduk yang
bukan lahir di Desa Ngandagan hasilnya adalah sebagai
berikut :

Berdasarkan hasil di atas ternyata penduduk asli
yakni yang berdomisili di Desa Ngandagan sejak lahir
ada 67%, sedangkan yang merupakan penduduk
pendatang ada 33%. Perlu ditegaskan di sini bahwa hasil
proporsi di atas didasarkan hasil olahan responden yang
diwawancarai (247 Responden), bukan terhadap seluruh
warga desa Ngandagan.
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2. Penguasaan Tanah
Penguasaan tanah di desa Ngandagan disajikan da-

lam beberapa diagram berikut.
2.1. Jenis lahan

Tampak bahwa jenis lahan untuk tiap-tiap plot di
Desa Ngandagan didominasi oleh sawah (42%) dan
Pekarangan (39%), sedangkan tegalan hanya 19%.

2.2. Status lahan
Berdasarkan statusnya, tanah di Ngandagan

ditampilkan sebagai berikut :
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Dari hasil diatas, pekarangan pribadi menempati
urutan pertama (37%), lalu Sawah Kulian/pribadi
sebesar 27% dan tegalan pribadi sebesar 15%.

2.3. Luas penguasaan lahan
Berdasarkan luas lahan yang dimiliki oleh pendu-

duk digambarkan dalam boxplot berikut:

Dari hasil diatas tampak bahwa total luas lahan (dalam
ubin) yang dimiliki oleh warga Ngandagan sangat beragam
dan terdapat plot-plot lahan yang terpisah-pisah dalam
luasan kecil. Total luas lahan yang paling tinggi hingga
mencapai 4270 ubinan dimiliki oleh Andreas Harsono (nama
samara). Hal ini disinyalir ada 2 kemungkinan; pertama
memang fakta di lapangan demikian, artinya Andreas
Harsono memiliki lahan yang sangat luas, kedua adalah
kesalahan dalam pengumpulan data yakni data luasan
tersebut masih bercampur antara satuan ubin dengan meter
dan petugas sensus belum mengkonversi nilai tersebut.
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Terlepas dari tanah yang dimiliki oleh Andreas
Harsono, berdasarkan data yang ada terjadi ketimpangan
dalam kepemilikan lahan di Desa Ngandagan. Hal ini
ditandai dengan nilai tengah/rataan luasan tanah yang
dimiliki oleh masing-masing penduduk hanya 241 ubin
dan mediannya bahkan hanya 120 ubin, namun banyak
nilai-nilai yang jauh melampaui nilai-nilai tersebut. Ini
mengindikasikan bahwa terjadi kesenjangan dalam kepe-
milikan lahan di Desa Ngandagan. Bahkan ada nilai
minimum yang mencapai 0 ubin artinya ada penduduk
yang tidak memiliki lahan sama sekali. Berikut katego-
risasi luasan lahan yang dimiliki penduduk Ngandagan:

2.4. Kesuburan tanah
Untuk kesuburan tanah di Desa Ngandagan digam-

barkan sebagai berikut:
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Berdasarkan hasil diatas tampak bahwa keadaan
tanah di Desa Ngandagan memang kurang subur. Terlihat
jelas bahwa tanah yang sangat subur hanyasebagian ke-
cil saja (11%) dari keseluruhan tanah di Desa Ngandagan.
Parameter kesuburan ini sangat subjektif didasarkan
pada pengalaman responden dalam mengolah tanah.

2.5. Lokasi lahan yang dikuasai
Untuk Lokasi lahan yang dikuasai, sebagian besar

lahan (95%) berada di desa Ngandagan, sebagaimana
diagram berikut:



230

Ahmad Nashih Luthfi  dkk.

2.6. Penguasaan tanah
Untuk jenis penguasaan tanahnya ditampilkan

dalam diagram berikut :

Berdasarkan hasil di atas Jenis penguasaan paling
besar yaitu pemilik sekaligus penggarap.

2.7. Legalitas tanah
Bukti legalitas tanah disajikan sebagai berikut:
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Mayoritas warga memiliki SPPT (65%) yang mereka
anggap telah cukup menjadi bukti legalitas tahannya,
15% berupa Letter C, sertipikat sejumlah 9% yang umum-
nya adalah tanah pekarangan, sisanya ada yang berupa
girik dan keterangan kepala desa.

2.8. Pemanfaatan tanah
Untuk pemanfaatan tanah di Desa Ngandagan

digambarkan sebagai berikut:

Dari hasil diatas nampak bahwa pemanfaatan lahan
sebagian besar digunakan untuk tanaman padi, meng-
ingat mayoritas tanah di desa ini adalah sawah. Peman-
faatan terbesar kedua adalah untuk tanaman kayu-
kayuan yang ditanam di lahan kering/tegalan.

2.9. Hubungan penguasaan tanah
Hubungan tenaga kerja berbasis penguasaan tanah

di Desa Ngandagan yang dilihat adalah kerigan atau pe-
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kerjaan di atas tanah buruhan (62%), sewa atau diistilah-
kan dengan beli garap (25%), dan bagi hasil (13%).

Berikut tabulasi silang dari antara jenis lahan dan
kesepakatan yang berlaku dalam hubungan ketenaga-ker-
jaan berbasis tanah.

Untuk mengetahui hubungan antara jenis lahan dan
kesepakatan ketenagakerjaan yang terjadi, dilakukan
analisa chi square.

Jenis lahan Kesepakatan

Total

Bagi

Hasil Sewa Kerigan

Sawah Kulian 14 17 0 31

Sawah

Buruhan
1 13 77 91

Tegalan 1 0 1 2

Pekarangan 0 1 0 1

Kolam 0 1 0 1

Total 16 32 78 126
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Dari hasil di atas nampak jelas bahwa untuk sawah
kulian jenis kesepakatan yang terbentuk adalah bagi hasil
dan sewa, sedangkan untuk tanah buruhan jenis kesepa-
katan yang terbentuk adalah dengan melakukan kerigan

Chi-Square Tests

Value df

Asymp. Sig. (2-

sided)

Pearson Chi-Square 85.766
a

8 .000

Likelihood Ratio 97.768 8 .000

Linear-by-Linear Association 22.403 1 .000

N of Valid Cases 126

a. 10 cells (66,7%) have expected count less than 5. The minimum

expected count is ,13.
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untuk desa. Dengan nilai chi-square yang <0.000 artinya
ada pola hubungan yang nyata antara jenis lahan dan
kesepakatan yang terbentuknya. Jika jenis tanah yang
digarap oleh pengolah adalah jenis tanah kulian yang
statusnya milik pribadi orang lain maka pengolah harus
melakukan bagi hasil dengan pemilik tanahnya atau
dengan melakukan sewa dengan membayar uang sewa-
nya dalam jumlah tertentu. Namun jika yang digarap ada-
lah tanah buruhan maka pengolah wajib melakukan keri-
gan untuk Desa seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Adapun proporsi bagi hasil yang cenderung dite-
mukan di Desa Ngandagan digambarkan sebagai berikut:

Sebanyak 76% kesepakatan bagi hasil yang terjadi
antara pemilik tanah dan penggarap adalah 3:1, 16%
untuk bagi hasil 2:1, 3% untuk 5:1, 3% untuk 4:1, dan 1%
untuk 1:1. Dapat kita lihat bahwa sebagian besar (76%)
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proporsi bagi hasil di desa Ngandagan adalah 3 bagian
untuk pemilik lahan dan 1 bagian untuk penggarap.

2.10. Hubungan antara penguasaan tanah dan jenis
pekerjaan

Data yang ada dapat digunakan untuk melakukan
analisa awal melihat pola hubungan antara pekerjaan
utama Rumah Tangga dengan luasan lahan yang dimi-
likinya. Datanya adalah sebagai berikut, hasilnya adalah
sebagai berikut:

* Profesi Crosstabulation

Count

Luas tanah (ubin)
Profesi

Totalpetani non petani

<120 50 76 126

120 sd 240 37 11 48

>240 44 29 73

Total 131 116 247

Chi-Square Tests

Value Df

Asymp. Sig. (2-

sided)

Pearson Chi-Square 21.700
a

2 .000

Likelihood Ratio 22.465 2 .000

Linear-by-Linear Association 10.417 1 .001

N of Valid Cases 247

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum

expected count is 22,54.
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Dari tabulasi silang di atas terlihat jelas bahwa res-
ponden yang luas lahannya <120 ubin menilai dirinya
bukan petani mengingat hasil dari tanah itu tidak men-
cukupi untuk biaya kehidupan mereka (survival). Mereka
melakukan pekerjaan serabutan (multiple occupation). Se-
dangkan untuk yang luas lahannya 120-240 ubin menya-
takan diri sebagai petani sebab hasil pertanian cukup
dirasakan hasilnya namun masih memerlukan tambahan
dari luar (consolidation). Untuk yang luas lahannya >240
hampir seimbang antara yang menyatakan diri berprofesi
sebagai petani dan bukan petani, mengingat pertanian-
nya dipekerjakan oleh orang lain sementara mereka dari
hasil pertaniannya itu dapat mengakumulasikan ke bera-
gam pekerjaan dan sumber penghasilan yang lain.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari diagram ba-
tang berikut:
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2.11. Hubungan antara kesuburan tanah dan pekerjaan
utama warga

Sedangkan keterkaitan antara faktor kesuburan
lahan dengan Pekerjaan utama warga desa ngandagan
dijelaskan sebagai berikut:

Dari tabulasi silang di atas terlihat bahwa tidak ada
perbedaan yang signifikan antara proporsi penduduk
yang berprofesi sebagai petani dengan tipe kesuburan
lahannya. Berdasarkan uji chi-square-nya pun (>>>0.05)
terlihat bahwa tidak ada korelasi yang nyata antara pro-

Count

Kesuburan

tanah Profesi

TotalPetani Non Petani

Kurang subur 25 23 48

Agak Subur 90 77 167

Sangat subur 16 16 32

Total 131 116 247

Chi-Square Tests

Value df

Asymp. Sig. (2-

sided)

Pearson Chi-Square .185
a

2 .912

Likelihood Ratio .185 2 .912

Linear-by-Linear Association .013 1 .908

N of Valid Cases 247

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum

expected count is 15,03.
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fesi dengan kesuburan lahannya. Untuk jelasnya ditam-
pilkan dalam diagram batang berikut:

Dari hasil diatas nampak jelas bahwa meski di lahan
yang kurang subur pun proporsi warga yang berprofesi
sebagai petani lebih banyak dari yang non-petani, yang
ini menunjukkan bahwa profesi tidak terkait dengan kon-
disi fisik tanah, yakni kesuburan, namun berhubungan
dengan penguasaan lahan.

Jika ditinjau dari jenis lahan pada plot utama yang
dimiliki warga desa Ngandagan, relasi terhadap peker-
jaan utamanya ditampilkan seperti dibawah ini:
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Meski demikian dari hasil tabulasi silang di atas
nampak bahwa penduduk yang plot utama lahannya
berupa sawah jauh lebih banyak berprofesi sebagai peta-
ni, sedangkan yang memiliki lahan tegalan bahkan peka-
rangan lebih banyak yang berprofesi bukan sebagai peta-
ni. Berdasarkan uji chi-square-nya pun ternyata korelasi antara
jenis lahan dan pekerjaan utama adalah nyata (<0.0000).
Ini mengindikasikan bahwa jenis lahan pada plot utama
berhubungan erat dengan pekerjaan utama warga Ngan-
dagan. Untuk lebih jelasnya perhatikan diagram berikut:

Count

Jenis lahan
Profesi

TotalPetani Non Petani

Sawah 108 53 161

Tegalan 4 9 13

Pekarangan 19 54 73

Total 131 116 247

Chi-Square Tests

Value df

Asymp. Sig. (2-

sided)

Pearson Chi-Square 36.717
a

2 .000

Likelihood Ratio 37.726 2 .000

Linear-by-Linear Association 35.352 1 .000

N of Valid Cases 247

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum

expected count is 6,11.
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2.12. Proporsi penduduk asli dan pendatang terhadap
tanah

Berdasarkan proporsi penduduk asli dan pendatang,
setelah dilihat hubungannya dengan luas lahan yang
dikuasai hasilnya adalah sebagai berikut:

Count Luas lahan

TotalPenduduk Asli Pendatang

<120 81 45 126

120 sd 240 37 11 48

>240 47 26 73

Total 165 82 247

Chi-Square Tests

Value df

Asymp. Sig. (2-

sided)

Pearson Chi-Square 2.840
a

2 .242

Likelihood Ratio 2.985 2 .225

Linear-by-Linear Association .047 1 .828

N of Valid Cases 247

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum

expected count is 15,94.
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Dari hasil di atas tampak tidak ada perbedaan yang
signifikan antara penduduk asli dan pendatang dilihat
dari luas lahan yang dimilikinya. Hasilnya tetap didomi-
nasi oleh luasan lahan yang <120 ubinan, posisi kedua
adalah luasan lahan yang paling tinggi yaitu >240 ubinan.
Dari uji chis-quare-nya pun nampak bahwa tidak ada
korelasi yang nyata antara kategori penduduk asli dan
pendatang dengan luas lahan yang dimilikinya (0.242).

Berdasarkan jenis lahannya pun tidak terdapat perbe-
daan yang signifikan antara penduduk asli dan pendu-
duk pendatang, berikut hasilnya :

Baik penduduk asli maupun pendatang tetap memi-
liki pola yang sama dalam jenis kepemilikan lahannya,
yaitu posisi pertama adalah sawah, kemudian peka-

Count

Jenis_lahan

TotalSawah Tegalan Pekarangan

Domisili Penduduk Asli 110 9 46 165

Pendatang 51 4 27 82

Total 161 13 73 247

Chi-Square Tests

Value df

Asymp. Sig. (2-

sided)

Pearson Chi-Square .675
a

2 .714

Likelihood Ratio .668 2 .716

Linear-by-Linear Association .603 1 .438

N of Valid Cases 247

a. 1 cells (16,7%) have expected count less than 5. The minimum

expected count is 4,32.
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rangan dan yang terakhir adalah tegalan. Untuk lebih
jelasnya perhatikan diagram berikut :

Ringkasan hasil yang diperoleh dari sensus adalah
sebagai berikut:

Status Penguasaan Tanah

1= sebagai pemilik saja; 2 = sebagai pemilik sekaligus
penggarap; 3 = sebagai penyewa/ pembeli garapan;  4 =
sebagai yang menyewakan/penjual garap; 5= sebagai
penggarap (buruh tani); 6 = buruh 45’; 7= lain-lain

Jenis tanah Status Penguasaan

1 2 3 4 5 6 7

Sawah kulian 2.983,5 4.997 1.137 994 535 - -

Sawah buruhan 225 825 45 135 - 1.305 -

Sawah bengkok 639 425 230 200 - - -

Tegalan pribadi 570 10.080 - 105 400 - -

Tegalan sitenan 25 2.979 - - 900 - -

Pekarangan pribadi 3.880 14.719,
6

115 25,6 - - 45

Lainnya (tanah
desa)

- - - - 195 - -



243

Lampiran
3.

In
st

ru
m

en
 P

en
el

it
ia

n:
 K

ue
si

on
er

Be
ri

ku
t d

af
ta

r k
ue

si
on

er
 y

an
g 

di
gu

na
ka

n 
ol

eh
 ti

m
 p

en
el

iti
.

K
U

E
S

IO
N

E
R

D
a
ta

 D
a
sa

r
P

er
ta

n
a
h

a
n

D
es

a
N

g
a
n

d
a
g
a
n

, 
P

it
u

ru
h

 P
u

rw
o
re

jo

2
0
1
0

S
a
jo

g
y
o
 I

n
st

it
u

te

K
a
te

g
o
ri

:
W

a
rg

a
 M

a
sy

a
ra

k
a
t

B
ag

i 
p
ar

a 
en

u
m

er
at

o
r 

se
b
el

u
m

 m
em

u
la

i 
w

aw
an

ca
ra

 s
eb

ai
k
n
y
a 

m
em

p
er

k
en

al
k
an

 t
er

le
b
ih

 d
ah

u
lu

 m
en

g
en

ai
 t

u
ju

an
 d

ar
i 

k
eg

ia
ta

n
 p

en
el

it
ia

n
 i

n
i.

K
am

i 
ad

al
ah

p
en

el
it

i
S

aj
o
g
y
o
 I

n
st

it
u
te

.
T

u
ju

an
 d

ar
i 

p
en

el
it

ia
n
 y

an
g
 d

il
ak

u
k
an

 i
n
i 

ad
al

ah
 u

n
tu

k
 l

eb
ih

 m
en

g
et

ah
u
i 

d
an

 m
em

ah
am

i 
m

en
g
en

ai
k

o
n

d
is

i

a
g
ra

ri
a
/p

er
ta

n
a
h

a
n

(k
o
n
d
is

i 
al

am
i,

 s
tr

u
k
tu

r 
p
en

g
u
as

aa
n
, 
p
o
la

 p
em

an
fa

at
an

, 
d
ll

)

Ja
w

ab
an

 y
an

g
 B

ap
ak

/I
b
u
/S

d
r 

sa
m

p
ai

k
an

 k
ep

ad
a 

k
am

i 
se

p
en

u
h
n
y
a 

h
an

y
a 

ak
an

 d
ig

u
n
ak

an
 u

n
tu

k
 k

ep
en

ti
n
g
an

 p
en

el
it

ia
n
 i

n
i 

d
an

 a
k
an

 d
ij

ag
a 

k
er

ah
a
si

aa
n
n
y
a.

 H
as

il
-

h
as

il
 p

en
el

it
ia

n
 s

et
el

ah
 d

io
la

h
 a

k
an

d
ig

u
n
ak

an
se

b
ag

ai
b

a
h

a
n

 p
em

b
el

a
ja

ra
n

 d
i 

k
a
m

p
u

s
d
an

 s
eb

ag
ai

re
k

o
m

en
d

a
si

at
au

u
su

la
n

k
ep

ad
a 

p
ih

ak
-p

ih
ak

 y
an

g

b
er

k
ep

en
ti

n
g
an

 d
al

am
 r

an
g
k
a 

p
en

in
g
k
at

an
 k

u
al

it
as

 p
em

b
an

g
u
n
an

 d
i 

d
ae

ra
h
 i

n
i,

 k
h
u
su

sn
y
a 

d
i 

b
id

an
g
 p

er
ta

n
ah

an
 d

al
am

 a
rt

i 
lu

as
.

N
o
m

o
r

K
u

es
io

n
er

:

P
ew

aw
an

ca
ra

:

..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..

..

T
an

g
g
al

:

..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
.

Ja
m

W
aw

an
ca

ra
:

..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
.

D
es

a:
N

g
an

d
ag

an
D

u
su

n
:

..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
.

K
ec

am
at

an
:

P
it

u
ru

h
R

T
/R

W
:

..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
.



244

Ahmad Nashih Luthfi  dkk.
I.

  
ID

E
N

T
IT

A
S

 R
E

S
P

O
N

D
E

N

B
er

ik
an

 j
aw

ab
an

 y
an

g
 s

es
u
ai

 d
en

g
an

 k
o
n
d
is

i 
d
ir

i
A

n
d
a 

d
an

k
ep

em
il

ik
an

 t
an

ah
A

n
d
a

1
.

M
o
h
o
n
 d

ij
el

as
k
an

 i
d
en

ti
ta

s
A

n
d
a 

d
an

 a
n
g
g
o
ta

 k
el

u
ar

g
a

A
n
d
a 

se
b
ag

ai
 b

er
ik

u
t:

N
o

N
am

a
A

n
g

g
o

ta
 K

el
u

ar
g

a

H
u

b
u

n
g

a
n

d
g

n
K

ep
al

a
R

u
m

ah
Ta

n
g

g
a

(K
o

d
e 

1)

Je
n

is
K

el
am

in
(K

o
d

e 
2)

U
si

a/
Ta

h
u

n
L

ah
ir

Te
m

p
at

 L
ah

ir
A

g
am

a
(K

o
d

e 
3)

S
u

ku
(K

o
d

e 
4)

S
ta

tu
s

P
er

ka
-

w
in

an
(K

o
d

e 
5)

P
en

d
i-

d
ik

an
Te

r-
ak

h
ir

(K
o

d
e 

6)

M
el

ek
H

u
ru

f
(K

o
d

e 
7)

P
ek

er
ja

an
 (

K
o

d
e 

8)

U
ta

-m
a

S
am

-
p

in
g

an

1
N

am
a 

ya
ng

 d
iw

aw
an

ca
ra

i:
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
.

D
es

a/
K

el
.:

K
ec

.:
K

ab
.:

P
ro

p.
:

2
D

es
a/

K
el

.:
K

ec
.:

K
ab

.:
P

ro
p.

:

3
D

es
a/

K
el

.:
K

ec
.:

K
ab

.:
P

ro
p.

:

4
D

es
a/

K
el

.:
K

ec
.:

K
ab

.:
P

ro
p.

:

5
D

es
a/

K
el

.:
K

ec
.:

K
ab

.:
P

ro
p.

:

6
D

es
a/

K
el

.:
K

ec
.:

K
ab

.:
P

ro
p.

:

7
D

es
a/

K
el

.:
K

ec
.:

K
ab

.:
P

ro
p.

:

K
e
te

r
a

n
g

a
n

:

K
o

d
e 

1
:

1
=

 K
ep

al
a 

ru
m

ah
 t

an
g

g
a,

2

=
 p

as
an

g
an

 k
ep

al
a 

ru
m

ah

ta
n

g
g

a,
3

=
 o

ra
n

g
 t

u
a,

4
=

an
ak

 y
an

g
 s

u
d

ah
 m

en
ik

ah
,

5

=
 a

n
ak

 y
an

g
 b

el
u

m
 m

en
ik

ah
,

6
=

 m
en

an
tu

,
7

=
 c

u
cu

,
8

=

p
em

b
an

tu
/p

ek
er

ja
 y

an
g

ti
n

g
g

al
 m

en
et

ap
,

9
=

 l
ai

n
n

y
a

(s
eb

u
tk

an
)

K
o

d
e 

2
:

1
=

 l
ak

i-
la

k
i,

2
=

 p
er

em
p

u
an

K
o

d
e 

3
:

1
=

 I
sl

am
,
2

=
 K

ri
st

en

P
ro

te
st

an
,

3
=

 K
at

o
li

k
,

4
=

H
in

d
u

,
5

=
 B

u
d

h
a,

6
=

 l
ai

n
-

la
in

 (
se

b
u

tk
an

)

K
o

d
e 

4
:

1
=

 J
aw

a,
2

=
 S

u
n

d
a,

3
=

la
in

n
y

a 
(s

eb
u

tk
an

)

K
o

d
e 

5
:

1
=

 b
el

u
m

 m
en

ik
ah

,
2

=

m
en

ik
ah

,
3

=
 c

er
ai

,
4

=

ja
n

d
a/

d
u

d
a 

k
ar

en
a 

m
en

in
g

g
al

K
o

d
e 

6
:

1
=

T
id

ak
/b

el
u

m
 s

ek
o

la
h

,
2

=
T

id
ak

/b
el

u
m

 t
am

at
 S

D
,

3
=

L
u

lu
s

S
ek

o
la

h
 D

as
ar

,
4

=

L
u

lu
s

S
ek

o
la

h
 M

en
en

g
ah

P
er

ta
m

a,
5

=
L

u
lu

s
S

ek
o

la
h

M
en

en
g

ah
A

ta
s,

6
=

L
u

lu
s

D
ip

lo
m

a/
U

n
iv

er
si

ta
s

K
o

d
e 

7
:

1
=

 y
a,

2
=

 t
id

ak

K
o

d
e 

8
:

1
=

 p
et

an
i 

y
an

g
 m

em
il

ik
i

ta
n

ah
k

u
li

an
,

2
=

 p
et

an
i 

y
an

g

m
em

il
ik

i 
ta

n
ah

b
u

ru
h

an

(4
5

’)
, 

3
 =

p
et

an
i 

p
en

y
ew

a

ta
n

ah
,
4

=
 b

u
ru

h
 t

an
i,

5
=

b
u

ru
h

 n
o

n
-p

er
ta

n
ia

n
,

7
=

P
N

S
 (

se
b

u
tk

an
),

8
 =

w
ir

as
w

as
ta

,
9

=
 i

b
u

 r
u

m
ah

ta
n

g
g

a,
1

0
=

 l
ai

n
n

y
a

(s
eb

u
tk

an
)



245

Lampiran

1
.

K
ap

an
 b

er
d
o
m

is
il

i 
d
i 

D
es

a/
K

el
u
ra

h
an

 i
n
i:

1
).

 S
ej

ak
 L

ah
ir

2
).

 S
ej

ak
 .
..
..
..
..
..
. 
ta

h
u
n
 y

an
g
 l

al
u

2
.

Ji
k
a 

ja
w

ab
an

 N
o
. 
2

ad
al

ah
 2

),
 d

i 
m

an
a

d
o
m

is
il

i 
se

b
el

u
m

n
y
a:

D
es

a/
K

el
u
ra

h
an

: 
 .
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
.

K
ec

am
at

an
: 

 .
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
.

K
ab

u
p
at

en
:

..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..

P
ro

p
in

si
: 

 .
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
.

3
.

A
la

sa
n
 p

in
d
ah

 k
e 

d
es

a 
in

i 
(l

in
g
k
ar

i 
ja

w
ab

an
 y

an
g
 s

es
u
ai

):

a.
M

en
ik

ah
 d

en
g
an

 w
ar

g
a 

d
es

a 
N

g
an

d
ag

an

b
.

P
el

u
an

g
 e

k
o
n
o
m

i 
d
i 

d
es

a 
N

g
an

d
ag

an
(p

el
u
an

g
 b

ek
er

ja
 d

an
 b

er
u
sa

h
a)

c.
D

it
u
g
as

k
an

 o
le

h
 i

n
st

an
si

 t
em

p
at

 k
er

ja

d
.

M
en

d
ap

at
k
an

 t
an

ah
 d

i 
d
es

a 
N

g
an

d
ag

an
 (

w
ar

is
/h

ib
ah

)

e.
L

ai
n
-l

ai
n
 (

se
b
u
tk

an
):

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…



246

Ahmad Nashih Luthfi  dkk.

II. PEMILIKAN DAN PENGUASAAN TANAH DAN PEMANFAATANNYA

5. Jelaskan plot tanah yang Anda miliki dan kuasai (termasuk pekarangan)

Jumlah

Plot

Jenis

Lahan

(Kode

9)

Apa

Status-nya

(Kode 10)

Luas

(ubin)

Kesubu-

ran

Tanah

(Skala 1-

3)

Lokasi

(Kode

11)

Jenis

Pengu-

asaan

(Kode

12)

Bagaimana

Diperoleh?

(Kode 13)

Kapan

Diperoleh(

Tahun)

Diperoleh

dari

(Kode 14)

Utama

Ke-2

Ke-3

Ke-4

Ke-5*

*  Jika memiliki tanah lebih dari 5 blok, catat dalam lembaran terpisah
** permusim (catat kira-kira semusim itu berapa bulan)
Catatan: Jumlah plot yang dikuasai diurutkan menurut yang paling
menjadi ketergantungan

Keterangan:
Kode 9: 1 = sawah; 2 = tegalan; 3 = pekarangan
Kode 10: 1 = sawah kulian; 2 = sawah buruhan (45’); 3 = sawah
bengkok; 4 = tegalan pribadi, 5 = tegalan sitenan;  6 = pekarangan
pribadi, 7 = lainnya (sebutkan)
Kode 11: 1 = di Desa Ngandagan; 2 = di luar Desa Ngandagan (masih
sekecamatan); 3 = di luar Kecamatan Pituruh
Kode 12:   1 = sebagai pemilik saja; 2 = sebagai pemilik sekaligus
penggarap; 3 = sebagai penyewa/ pembeli garapan;  4 = sebagai
yang menyewakan/penjual garap; 5= sebagai penggarap (buruh tani);
6 = lain-lain (sebutkan)
Kode 13:   1 = warisan orang tua; 2 = harta bawaan dari suami/istri;
3 = membeli; 4 = menyewa/membeli garap; 5 = membuka lahan; 6 =
pemberian; 7 = tukar menukar; 8 = lain-lain (sebutkan)
Kode 14:  1 = desa/kepala desa; 2 = orang tua/keluarga; 3 = warga
desa Ngandagan; 4 = warga desa lain;  5 = pemerintah; 6 = lain-lain
(sebutkan)
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Bukti

Legalitas

(Kode 15)

Nama yang

Tercantum

(Kode 16)

Pemanfaa

tan/komo

ditas

(Kode 17)

Jumlah

Panen**

Pemanfaa-

tan hasil

panen

(kode 18)

Proporsi hasil

panen yang

dijual

(%)

Cara

menjual

hasil panen

(kode 19)

Sumber

tenaga

kerja panen

(kode 20)

HOK

pada saat

panen

(hari)

Sistem

upah

panen

(kode 21)

Kode 15:  1 = sertifikat, 2 = girik; 3 = letter C; 4 = SPPT; 5 = keterangan
Kades; 6 = lain-lain (sebutkan)
Kode 16:  1 = laki-laki kepala rumah tangga, 2 = istri dari laki-laki
kepala rumah tangga, 3 = gabungan (1 dan 2), 4 = perempuan kepala
rumah tangga, 5 = kolektif, 6 = nama kulian (induknya); 7 =  nama
Siten; 8= lainnya (sebutkan)
Kode 17:  1= rumah; 2= tanaman padi; 3 = tanaman palawija; 4 =
campuran/gentian antara padi dan palawija; 5= tanaman kayu (jati,
albasia, akasia, dll.); 6= empon-empon; 7= tanaman buah-buahan; 8
= kebun campuran; 9= kolam/tambak; 10 = lain-lain (sebutkan)
Kode 18:   1 = dikonsumsi sendiri; 2= dijual semua; 3=  dijual sebagian
Kode 19:   1 =  jual ke tengkulak; 2=  jual ke toko/pasar; 3= jual
tebasan; 4= lainnya (sebutkan)
Kode 20:   1=  keluarga; 2 = bukan keluarga namun dalam satu
dusun; 3= bukan keluarga namun dalam satu desa; 4= dari luar
desa; 5=lain-lain (sebutkan)
Kode 21:   1=  upah (rupiah, sebutkan nominalnya) 2= bawon (sebutkan
pembangiannya);  3= penukaran tenaga kerja; 4= lain-lain (sebutkan)
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1. Jelaskan makna IP4T yang komprehensif dan  
responsif; serta apa manfaatnya 

2. Mengapa kementerian ATR/BPN mendapatkan tugas 
melakukan IP4T di dalam kawasan hutan dan non-kawasan 
hutan? 

3. Apa saja acuan normatif IP4T di dalam kawasan hutan 
dan non-kawasan hutan tersebut, jelaskan. 
4. Beri contoh dan jelaskan sistem pertanahan lokal 
(adat, komunal, kolektif, dan sebagainya) di daerah Anda 
yang perlu diperhatikan dalam melakukan IP4T

5. Perbandingan antara Geo-KKP, PTSL, dan IP4T:

a. Bandingkan kelebihan/kekurangan “data pertanahan” 
yang disajikan melalui tiga kegiatan  Geo-KKP, PTSL, dan IP4T

b. Uraikan peluang menggunakannya sebagai basis data 
untuk menyelesaikan masalah pertanahan. 

c. Bagaimana desainnya jika ketiganya ingin 
diintegrasikan menjadi semacam “data pertanahan tunggal” 
atau “Sensus Pertanahan”? 

Tugas Akhir
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